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Abstrak 
Reformasi birokrasi di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai proyek teknokratis yang berdiri di luar 
politik. Birokrasi bekerja di dalam struktur kekuasaan, menerjemahkan mandat pemerintahan, 
mengelola sumber daya publik, dan berinteraksi dengan kepentingan elektoral, partai politik, dunia 
usaha, masyarakat sipil, serta warga negara. Karena itu tantangan utama reformasi bukan 
menghilangkan politik dari administrasi, melainkan membangun batas institusional yang sehat antara 
legitimasi politik dan profesionalisme birokrasi. Artikel ini mengkaji secara naratif dan komprehensif 
hubungan tersebut melalui perspektif administrasi publik, ekonomi-politik, manajemen strategis, tata 
kelola, dan pembangunan. Pembahasan mencakup sistem merit, netralitas ASN, patronase, 
klientelisme, politisasi jabatan, desentralisasi, pembiayaan politik, korupsi dan rent seeking, 
transformasi digital, kecerdasan artifisial, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, manajemen talenta, 
reformasi regulasi, pengawasan, keterbukaan pemerintahan, serta Desain Besar Reformasi Birokrasi 
Nasional 2026–2045. Argumen utama artikel adalah bahwa birokrasi berkualitas harus sekaligus 
responsif terhadap mandat demokratis, kompeten dalam implementasi, imparsial dalam pelayanan, 
berintegritas dalam penggunaan kewenangan, dan adaptif menghadapi perubahan. Reformasi yang 
hanya mengejar kepatuhan administratif berisiko menghasilkan perubahan formal tanpa transformasi 
substantif. Indonesia membutuhkan reformasi berbasis outcome, institusi merit yang kuat, 
perlindungan profesionalisme ASN, tata kelola digital yang dapat diaudit, serta hubungan politik-
administrasi yang memungkinkan pemerintah bergerak cepat tanpa mengorbankan hukum, bukti, dan 
keadilan. Dengan demikian, reformasi birokrasi bukan sekadar agenda aparatur, melainkan investasi 
institusional untuk meningkatkan kualitas demokrasi, produktivitas ekonomi, kepercayaan publik, dan 
kapasitas negara menuju Indonesia Emas 2045. 
 

Kata Kunci: reformasi birokrasi; kepentingan politik; sistem merit; netralitas ASN; patronase; politisasi 
birokrasi; kapasitas negara; good governance; transformasi digital; Indonesia 2045. 

Posisi Argumentatif Artikel 
Artikel ini menggunakan tesis bahwa politik dan birokrasi tidak mungkin dipisahkan secara absolut. 
Politik memberikan mandat, menetapkan tujuan, dan bertanggung jawab secara demokratis. Birokrasi 
menyediakan memori institusional, kompetensi, konsistensi, serta kemampuan implementasi. 
Persoalan muncul ketika mandat politik berubah menjadi intervensi personal terhadap keputusan 
kepegawaian, pengadaan, perizinan, anggaran, atau penegakan aturan. Karena itu reformasi perlu 
merancang hubungan yang membuat birokrasi responsif tanpa menjadi partisan, dan profesional tanpa 
menjadi tidak akuntabel. 

Konteks Kebijakan 2025–2026 
Dalam konteks kebijakan terkini, Kementerian PANRB pada 2026 menempatkan penguatan reformasi 
birokrasi dan akuntabilitas, kelembagaan agile, transformasi manajemen ASN, serta layanan publik 
terintegrasi sebagai agenda utama. Pemerintah juga sedang memfinalisasi Desain Besar Reformasi 
Birokrasi Nasional 2026–2045 untuk menyelaraskan transformasi tata kelola dengan RPJPN 2025–2045. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

4 

RPJMN 2025–2029 memasukkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan 
korupsi ke dalam prioritas nasional. Bappenas dan BKN juga menekankan satu data ASN, sistem merit, 
manajemen talenta, dan transformasi digital sebagai fondasi perbaikan manajemen aparatur. 

1. Pendahuluan: Reformasi Birokrasi sebagai Persoalan Politik dan 

Pembangunan 
Menempatkan reformasi birokrasi sebagai jantung kapasitas negara; menjelaskan mengapa perubahan 
administrasi selalu berinteraksi dengan struktur kekuasaan, kompetisi politik, tuntutan publik, dan 
agenda pembangunan. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam konteks Indonesia dan 
mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta pembangunan. 
Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada akhirnya ditentukan 
oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Seorang warga menilai negara bukan dari organigram kementerian, melainkan dari pengalaman ketika 
mengurus identitas, izin usaha, sekolah anak, layanan rumah sakit, pajak, atau bantuan sosial. Pada 
titik kontak inilah kualitas birokrasi menjadi pengalaman konkret tentang hadir atau tidak hadirnya 
negara. 

Ketika keputusan administratif dapat berubah akibat kedekatan politik, warga menerima pesan bahwa 
aturan tidak berlaku sama. Sebaliknya, ketika pelayanan konsisten sekalipun pejabat politik berganti, 
negara membangun reputasi institusional yang melampaui individu. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan pendahuluan, Tema ini perlu dibaca sebagai persoalan institusional, bukan semata 
perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk oleh 
relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi politik. Karena itu reformasi yang 
hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum tentu mengubah perilaku. Reformasi 
menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan 
budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, menempatkan reformasi birokrasi 
sebagai jantung kapasitas negara; menjelaskan mengapa perubahan administrasi selalu berinteraksi 
dengan struktur kekuasaan, kompetisi politik, tuntutan publik, dan agenda pembangunan. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan pendahuluan, Dalam ekonomi-politik, birokrasi berada di antara dua tuntutan. 
Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus 
menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan 
muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis 
antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus dirumuskan secara 
institusional. Secara khusus, menempatkan reformasi birokrasi sebagai jantung kapasitas negara; 
menjelaskan mengapa perubahan administrasi selalu berinteraksi dengan struktur kekuasaan, 
kompetisi politik, tuntutan publik, dan agenda pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

5 

yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan pendahuluan, Dari sudut manajemen, kualitas birokrasi bergantung pada 
keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. Personel yang kompeten 
tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data terfragmentasi, kewenangan kabur, dan 
insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya 
adalah konflik kepentingan, patronase, atau lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu 
lebih relevan daripada reformasi parsial. Secara khusus, menempatkan reformasi birokrasi sebagai 
jantung kapasitas negara; menjelaskan mengapa perubahan administrasi selalu berinteraksi dengan 
struktur kekuasaan, kompetisi politik, tuntutan publik, dan agenda pembangunan. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan pendahuluan, Risiko utama reformasi adalah ritualisasi: instansi memenuhi 
dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang dirasakan warga kecil. Risiko lain 
adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak inisiatif berubah nama namun 
tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat hubungan yang 
jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan manfaat publik. 
Secara khusus, menempatkan reformasi birokrasi sebagai jantung kapasitas negara; menjelaskan 
mengapa perubahan administrasi selalu berinteraksi dengan struktur kekuasaan, kompetisi politik, 
tuntutan publik, dan agenda pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan pendahuluan, Birokrasi bukan organisasi biasa karena menggunakan kewenangan 
negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang terhadap izin, bantuan, pendidikan, 
kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya harus lebih tinggi daripada organisasi 
privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan konflik kepentingan, serta 
kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan sekadar prosedur 
administratif. Secara khusus, menempatkan reformasi birokrasi sebagai jantung kapasitas negara; 
menjelaskan mengapa perubahan administrasi selalu berinteraksi dengan struktur kekuasaan, 
kompetisi politik, tuntutan publik, dan agenda pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan pendahuluan, Dalam konteks Indonesia, heterogenitas wilayah, ketimpangan 
kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta besarnya jumlah ASN membuat reformasi 
harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi cukup fleksibel untuk menyesuaikan 
konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi menghasilkan kepatuhan administratif tanpa 
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pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar 
minimum, sambil memberi ruang inovasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, 
menempatkan reformasi birokrasi sebagai jantung kapasitas negara; menjelaskan mengapa perubahan 
administrasi selalu berinteraksi dengan struktur kekuasaan, kompetisi politik, tuntutan publik, dan 
agenda pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan pendahuluan, Ukuran keberhasilan semestinya bergerak dari input dan proses 
menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; 
bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; bukan berapa indikator 
ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data 
yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak 
efektif. Secara khusus, menempatkan reformasi birokrasi sebagai jantung kapasitas negara; 
menjelaskan mengapa perubahan administrasi selalu berinteraksi dengan struktur kekuasaan, 
kompetisi politik, tuntutan publik, dan agenda pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan pendahuluan, Arah reformasi yang lebih matang adalah membangun birokrasi yang 
capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan 
dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar 
kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi 
lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. Secara khusus, menempatkan 
reformasi birokrasi sebagai jantung kapasitas negara; menjelaskan mengapa perubahan administrasi 
selalu berinteraksi dengan struktur kekuasaan, kompetisi politik, tuntutan publik, dan agenda 
pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

RPJMN 2025–2029 memasukkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan 
korupsi ke dalam prioritas nasional. Bappenas dan BKN juga menekankan satu data ASN, sistem merit, 
manajemen talenta, dan transformasi digital sebagai fondasi perbaikan manajemen aparatur. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

7 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas pendahuluan: reformasi 
birokrasi sebagai persoalan politik dan pembangunan ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi 
oleh kredibilitas prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja 
jelas, dan mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak 
kapasitas organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan 
perilaku terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan 
bagaimana institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

2. Birokrasi, Negara, dan Kekuasaan: Landasan Konseptual 
Membedakan birokrasi Weberian, administrasi patrimonial, neopatrimonialisme, profesionalisme, 
otonomi birokrasi, kapasitas negara, dan kualitas pemerintahan. Bagian ini menempatkan isu tersebut 
dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, 
manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas 
birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan birokrasi, negara, dan kekuasaan, Tema ini perlu dibaca sebagai persoalan 
institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi praktik 
sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi politik. 
Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum tentu 
mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
membedakan birokrasi Weberian, administrasi patrimonial, neopatrimonialisme, profesionalisme, 
otonomi birokrasi, kapasitas negara, dan kualitas pemerintahan. Kerangka ini menuntut kita melihat 
siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan 
mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan birokrasi, negara, dan kekuasaan, Dalam ekonomi-politik, birokrasi berada di 
antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh mandat 
demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, membedakan birokrasi Weberian, administrasi 
patrimonial, neopatrimonialisme, profesionalisme, otonomi birokrasi, kapasitas negara, dan kualitas 
pemerintahan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan birokrasi, negara, dan kekuasaan, Dari sudut manajemen, kualitas birokrasi 
bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. Personel 
yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data terfragmentasi, 
kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan menyelesaikan masalah 
jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau lemahnya kepemimpinan. 
Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. Secara khusus, membedakan 
birokrasi Weberian, administrasi patrimonial, neopatrimonialisme, profesionalisme, otonomi birokrasi, 
kapasitas negara, dan kualitas pemerintahan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan birokrasi, negara, dan kekuasaan, Risiko utama reformasi adalah ritualisasi: 
instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang dirasakan warga 
kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak inisiatif berubah 
nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat 
hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan 
manfaat publik. Secara khusus, membedakan birokrasi Weberian, administrasi patrimonial, 
neopatrimonialisme, profesionalisme, otonomi birokrasi, kapasitas negara, dan kualitas pemerintahan. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan birokrasi, negara, dan kekuasaan, Birokrasi bukan organisasi biasa karena 
menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang terhadap 
izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya harus lebih 
tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan konflik 
kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan sekadar 
prosedur administratif. Secara khusus, membedakan birokrasi Weberian, administrasi patrimonial, 
neopatrimonialisme, profesionalisme, otonomi birokrasi, kapasitas negara, dan kualitas pemerintahan. 
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Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan birokrasi, negara, dan kekuasaan, Dalam konteks Indonesia, heterogenitas 
wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta besarnya jumlah 
ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi cukup fleksibel 
untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi menghasilkan kepatuhan 
administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu menetapkan prinsip, data, 
interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membedakan birokrasi Weberian, administrasi patrimonial, 
neopatrimonialisme, profesionalisme, otonomi birokrasi, kapasitas negara, dan kualitas pemerintahan. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan birokrasi, negara, dan kekuasaan, Ukuran keberhasilan semestinya bergerak dari 
input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan menjadi 
lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; bukan berapa 
indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome juga 
mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian menghentikan 
kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membedakan birokrasi Weberian, administrasi patrimonial, 
neopatrimonialisme, profesionalisme, otonomi birokrasi, kapasitas negara, dan kualitas pemerintahan. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan birokrasi, negara, dan kekuasaan, Arah reformasi yang lebih matang adalah 
membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak cepat, 
tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas tanpa 
integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, membedakan birokrasi Weberian, administrasi patrimonial, neopatrimonialisme, 
profesionalisme, otonomi birokrasi, kapasitas negara, dan kualitas pemerintahan. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 
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Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas birokrasi, negara, dan 
kekuasaan: landasan konseptual ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

3. Dari Administrasi Kolonial ke Negara Pembangunan: Jejak Historis 

Indonesia 
Menelusuri warisan kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, desentralisasi, serta perubahan 
hubungan pusat-daerah dan politik-birokrasi. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam konteks 
Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan dari administrasi kolonial ke negara pembangunan, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menelusuri warisan kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, desentralisasi, serta perubahan 
hubungan pusat-daerah dan politik-birokrasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan dari administrasi kolonial ke negara pembangunan, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menelusuri warisan kolonial, 
Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, desentralisasi, serta perubahan hubungan pusat-daerah dan politik-
birokrasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan dari administrasi kolonial ke negara pembangunan, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menelusuri warisan kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, desentralisasi, serta 
perubahan hubungan pusat-daerah dan politik-birokrasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan dari administrasi kolonial ke negara pembangunan, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menelusuri warisan kolonial, Orde Lama, Orde Baru, 
Reformasi, desentralisasi, serta perubahan hubungan pusat-daerah dan politik-birokrasi. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan dari administrasi kolonial ke negara pembangunan, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menelusuri warisan kolonial, Orde Lama, Orde Baru, 
Reformasi, desentralisasi, serta perubahan hubungan pusat-daerah dan politik-birokrasi. Kerangka ini 
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menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan dari administrasi kolonial ke negara pembangunan, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menelusuri warisan kolonial, Orde Lama, Orde Baru, 
Reformasi, desentralisasi, serta perubahan hubungan pusat-daerah dan politik-birokrasi. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan dari administrasi kolonial ke negara pembangunan, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menelusuri warisan kolonial, 
Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, desentralisasi, serta perubahan hubungan pusat-daerah dan politik-
birokrasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan dari administrasi kolonial ke negara pembangunan, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, menelusuri warisan kolonial, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, 
desentralisasi, serta perubahan hubungan pusat-daerah dan politik-birokrasi. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 
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Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas dari administrasi kolonial 
ke negara pembangunan: jejak historis indonesia ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh 
kredibilitas prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja 
jelas, dan mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak 
kapasitas organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan 
perilaku terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan 
bagaimana institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

4. Reformasi 1998 dan Paradoks Demokratisasi Birokrasi 
Menganalisis bagaimana demokratisasi membuka akuntabilitas namun sekaligus memperluas arena 
kontestasi jabatan, patronase elektoral, dan fragmentasi kekuasaan. Bagian ini menempatkan isu 
tersebut dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, 
manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas 
birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan reformasi 1998 dan paradoks demokratisasi birokrasi, Tema ini perlu dibaca 
sebagai persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, 
tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan 
ekspektasi politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah 
aplikasi belum tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, 
kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. 
Secara khusus, menganalisis bagaimana demokratisasi membuka akuntabilitas namun sekaligus 
memperluas arena kontestasi jabatan, patronase elektoral, dan fragmentasi kekuasaan. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan reformasi 1998 dan paradoks demokratisasi birokrasi, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menganalisis bagaimana 
demokratisasi membuka akuntabilitas namun sekaligus memperluas arena kontestasi jabatan, 
patronase elektoral, dan fragmentasi kekuasaan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan reformasi 1998 dan paradoks demokratisasi birokrasi, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menganalisis bagaimana demokratisasi membuka akuntabilitas namun sekaligus 
memperluas arena kontestasi jabatan, patronase elektoral, dan fragmentasi kekuasaan. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan reformasi 1998 dan paradoks demokratisasi birokrasi, Risiko utama reformasi 
adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menganalisis bagaimana demokratisasi membuka 
akuntabilitas namun sekaligus memperluas arena kontestasi jabatan, patronase elektoral, dan 
fragmentasi kekuasaan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan reformasi 1998 dan paradoks demokratisasi birokrasi, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menganalisis bagaimana demokratisasi membuka 
akuntabilitas namun sekaligus memperluas arena kontestasi jabatan, patronase elektoral, dan 
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fragmentasi kekuasaan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan reformasi 1998 dan paradoks demokratisasi birokrasi, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menganalisis bagaimana demokratisasi membuka 
akuntabilitas namun sekaligus memperluas arena kontestasi jabatan, patronase elektoral, dan 
fragmentasi kekuasaan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan reformasi 1998 dan paradoks demokratisasi birokrasi, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menganalisis bagaimana 
demokratisasi membuka akuntabilitas namun sekaligus memperluas arena kontestasi jabatan, 
patronase elektoral, dan fragmentasi kekuasaan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan reformasi 1998 dan paradoks demokratisasi birokrasi, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, menganalisis bagaimana demokratisasi membuka akuntabilitas 
namun sekaligus memperluas arena kontestasi jabatan, patronase elektoral, dan fragmentasi 
kekuasaan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
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partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas reformasi 1998 dan 
paradoks demokratisasi birokrasi ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

5. Sistem Merit sebagai Fondasi Birokrasi Profesional 
Membahas rekrutmen, promosi, kompetensi, manajemen talenta, evaluasi kinerja, dan perlindungan 
dari intervensi politik dalam kerangka UU ASN. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam konteks 
Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Sistem merit berarti keputusan kepegawaian didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, 
integritas, dan kebutuhan organisasi. Merit bukan berarti birokrasi bebas dari kontrol politik; ia berarti 
kontrol politik tidak boleh menghapus standar profesional. 

Promosi yang dapat diprediksi berdasarkan kinerja meningkatkan investasi pegawai pada kompetensi. 
Jika promosi dianggap ditentukan oleh kedekatan, pegawai rasional akan mengalihkan energi dari 
peningkatan kapasitas menuju pengelolaan relasi. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan sistem merit sebagai fondasi birokrasi profesional, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
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praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
membahas rekrutmen, promosi, kompetensi, manajemen talenta, evaluasi kinerja, dan perlindungan 
dari intervensi politik dalam kerangka UU ASN. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan sistem merit sebagai fondasi birokrasi profesional, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, membahas rekrutmen, promosi, 
kompetensi, manajemen talenta, evaluasi kinerja, dan perlindungan dari intervensi politik dalam 
kerangka UU ASN. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan sistem merit sebagai fondasi birokrasi profesional, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, membahas rekrutmen, promosi, kompetensi, manajemen talenta, evaluasi kinerja, dan 
perlindungan dari intervensi politik dalam kerangka UU ASN. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan sistem merit sebagai fondasi birokrasi profesional, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, membahas rekrutmen, promosi, kompetensi, 
manajemen talenta, evaluasi kinerja, dan perlindungan dari intervensi politik dalam kerangka UU ASN. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Perspektif etika 
Dalam pembahasan sistem merit sebagai fondasi birokrasi profesional, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, membahas rekrutmen, promosi, kompetensi, 
manajemen talenta, evaluasi kinerja, dan perlindungan dari intervensi politik dalam kerangka UU ASN. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan sistem merit sebagai fondasi birokrasi profesional, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membahas rekrutmen, promosi, kompetensi, 
manajemen talenta, evaluasi kinerja, dan perlindungan dari intervensi politik dalam kerangka UU ASN. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan sistem merit sebagai fondasi birokrasi profesional, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membahas rekrutmen, 
promosi, kompetensi, manajemen talenta, evaluasi kinerja, dan perlindungan dari intervensi politik 
dalam kerangka UU ASN. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan sistem merit sebagai fondasi birokrasi profesional, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, membahas rekrutmen, promosi, kompetensi, manajemen talenta, 
evaluasi kinerja, dan perlindungan dari intervensi politik dalam kerangka UU ASN. Kerangka ini menuntut 
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kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

RPJMN 2025–2029 memasukkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan 
korupsi ke dalam prioritas nasional. Bappenas dan BKN juga menekankan satu data ASN, sistem merit, 
manajemen talenta, dan transformasi digital sebagai fondasi perbaikan manajemen aparatur. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas sistem merit sebagai 
fondasi birokrasi profesional ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. 
Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

6. Netralitas ASN di Tengah Kompetisi Elektoral 
Menguraikan dilema ASN sebagai warga negara sekaligus aparatur; membahas tekanan politik, 
mobilisasi birokrasi, konflik kepentingan, dan kebutuhan penegakan netralitas. Bagian ini 
menempatkan isu tersebut dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori 
administrasi publik, politik, manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada 
aturan formal karena kualitas birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain 
kelembagaan dan praktik kekuasaan. 
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Netralitas tidak identik dengan apatis terhadap kebijakan. ASN justru harus aktif menerjemahkan 
agenda pemerintah ke dalam program, tetapi implementasinya harus dilakukan tanpa diskriminasi 
berdasarkan afiliasi politik warga. 

Dalam tahun politik, tekanan dapat muncul secara halus: menghadiri kegiatan, memobilisasi jaringan, 
mengarahkan program, atau memberi sinyal dukungan. Pengawasan harus mampu membedakan 
partisipasi kewargaan yang sah dari penggunaan jabatan dan sumber daya negara. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan netralitas asn di tengah kompetisi elektoral, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menguraikan dilema ASN sebagai warga negara sekaligus aparatur; membahas tekanan politik, 
mobilisasi birokrasi, konflik kepentingan, dan kebutuhan penegakan netralitas. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan netralitas asn di tengah kompetisi elektoral, Dalam ekonomi-politik, birokrasi 
berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh 
mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menguraikan dilema ASN sebagai warga negara 
sekaligus aparatur; membahas tekanan politik, mobilisasi birokrasi, konflik kepentingan, dan 
kebutuhan penegakan netralitas. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan netralitas asn di tengah kompetisi elektoral, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menguraikan dilema ASN sebagai warga negara sekaligus aparatur; membahas tekanan 
politik, mobilisasi birokrasi, konflik kepentingan, dan kebutuhan penegakan netralitas. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

21 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan netralitas asn di tengah kompetisi elektoral, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menguraikan dilema ASN sebagai warga negara 
sekaligus aparatur; membahas tekanan politik, mobilisasi birokrasi, konflik kepentingan, dan 
kebutuhan penegakan netralitas. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan netralitas asn di tengah kompetisi elektoral, Birokrasi bukan organisasi biasa 
karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menguraikan dilema ASN sebagai warga negara 
sekaligus aparatur; membahas tekanan politik, mobilisasi birokrasi, konflik kepentingan, dan 
kebutuhan penegakan netralitas. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan netralitas asn di tengah kompetisi elektoral, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menguraikan dilema ASN sebagai warga negara 
sekaligus aparatur; membahas tekanan politik, mobilisasi birokrasi, konflik kepentingan, dan 
kebutuhan penegakan netralitas. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan netralitas asn di tengah kompetisi elektoral, Ukuran keberhasilan semestinya 
bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa 
layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; 
bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome 
juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian 
menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menguraikan dilema ASN sebagai warga 
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negara sekaligus aparatur; membahas tekanan politik, mobilisasi birokrasi, konflik kepentingan, dan 
kebutuhan penegakan netralitas. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan netralitas asn di tengah kompetisi elektoral, Arah reformasi yang lebih matang 
adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak 
cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas 
tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, menguraikan dilema ASN sebagai warga negara sekaligus aparatur; membahas tekanan 
politik, mobilisasi birokrasi, konflik kepentingan, dan kebutuhan penegakan netralitas. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas netralitas asn di tengah 
kompetisi elektoral ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila 
seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 
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7. Patronase, Klientelisme, dan Politik Jabatan 
Menjelaskan pertukaran dukungan-politik dengan posisi, akses anggaran, proyek, dan promosi serta 
konsekuensinya bagi kompetensi dan integritas organisasi. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Patronase bekerja melalui logika pertukaran: sumber daya publik atau karier birokrasi ditukar dengan 
loyalitas. Karena pertukaran sering tidak tertulis, reformasi tidak cukup hanya memperketat aturan 
formal; perlu transparansi jejak keputusan dan mekanisme keberatan. 

Klientelisme dapat bertahan karena memberi manfaat jangka pendek bagi aktor tertentu, meskipun 
secara agregat menurunkan kualitas layanan dan meningkatkan biaya negara. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan patronase, klientelisme, dan politik jabatan, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menjelaskan pertukaran dukungan-politik dengan posisi, akses anggaran, proyek, dan promosi serta 
konsekuensinya bagi kompetensi dan integritas organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan patronase, klientelisme, dan politik jabatan, Dalam ekonomi-politik, birokrasi 
berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh 
mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menjelaskan pertukaran dukungan-politik dengan 
posisi, akses anggaran, proyek, dan promosi serta konsekuensinya bagi kompetensi dan integritas 
organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan patronase, klientelisme, dan politik jabatan, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
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Secara khusus, menjelaskan pertukaran dukungan-politik dengan posisi, akses anggaran, proyek, dan 
promosi serta konsekuensinya bagi kompetensi dan integritas organisasi. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan patronase, klientelisme, dan politik jabatan, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menjelaskan pertukaran dukungan-politik dengan 
posisi, akses anggaran, proyek, dan promosi serta konsekuensinya bagi kompetensi dan integritas 
organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan patronase, klientelisme, dan politik jabatan, Birokrasi bukan organisasi biasa 
karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menjelaskan pertukaran dukungan-politik dengan 
posisi, akses anggaran, proyek, dan promosi serta konsekuensinya bagi kompetensi dan integritas 
organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan patronase, klientelisme, dan politik jabatan, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menjelaskan pertukaran dukungan-politik dengan 
posisi, akses anggaran, proyek, dan promosi serta konsekuensinya bagi kompetensi dan integritas 
organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 
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Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan patronase, klientelisme, dan politik jabatan, Ukuran keberhasilan semestinya 
bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa 
layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; 
bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome 
juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian 
menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menjelaskan pertukaran dukungan-politik 
dengan posisi, akses anggaran, proyek, dan promosi serta konsekuensinya bagi kompetensi dan 
integritas organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan patronase, klientelisme, dan politik jabatan, Arah reformasi yang lebih matang 
adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak 
cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas 
tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, menjelaskan pertukaran dukungan-politik dengan posisi, akses anggaran, proyek, dan 
promosi serta konsekuensinya bagi kompetensi dan integritas organisasi. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas patronase, klientelisme, 
dan politik jabatan ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila seleksi 
jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme keberatan 
berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun bila 
keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 
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Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

8. Politisasi Birokrasi dan Erosi Kapasitas Negara 
Menganalisis bagaimana pengisian jabatan berbasis loyalitas dapat menurunkan kualitas keputusan, 
memicu turnover, mengurangi pembelajaran organisasi, dan memperlemah kontinuitas kebijakan. 
Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori 
administrasi publik, politik, manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada 
aturan formal karena kualitas birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain 
kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan politisasi birokrasi dan erosi kapasitas negara, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menganalisis bagaimana pengisian jabatan berbasis loyalitas dapat menurunkan kualitas keputusan, 
memicu turnover, mengurangi pembelajaran organisasi, dan memperlemah kontinuitas kebijakan. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan politisasi birokrasi dan erosi kapasitas negara, Dalam ekonomi-politik, birokrasi 
berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh 
mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menganalisis bagaimana pengisian jabatan berbasis 
loyalitas dapat menurunkan kualitas keputusan, memicu turnover, mengurangi pembelajaran 
organisasi, dan memperlemah kontinuitas kebijakan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan politisasi birokrasi dan erosi kapasitas negara, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menganalisis bagaimana pengisian jabatan berbasis loyalitas dapat menurunkan 
kualitas keputusan, memicu turnover, mengurangi pembelajaran organisasi, dan memperlemah 
kontinuitas kebijakan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan politisasi birokrasi dan erosi kapasitas negara, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menganalisis bagaimana pengisian jabatan berbasis 
loyalitas dapat menurunkan kualitas keputusan, memicu turnover, mengurangi pembelajaran 
organisasi, dan memperlemah kontinuitas kebijakan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan politisasi birokrasi dan erosi kapasitas negara, Birokrasi bukan organisasi biasa 
karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menganalisis bagaimana pengisian jabatan berbasis 
loyalitas dapat menurunkan kualitas keputusan, memicu turnover, mengurangi pembelajaran 
organisasi, dan memperlemah kontinuitas kebijakan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan politisasi birokrasi dan erosi kapasitas negara, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
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dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menganalisis bagaimana pengisian jabatan berbasis 
loyalitas dapat menurunkan kualitas keputusan, memicu turnover, mengurangi pembelajaran 
organisasi, dan memperlemah kontinuitas kebijakan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan politisasi birokrasi dan erosi kapasitas negara, Ukuran keberhasilan semestinya 
bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa 
layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; 
bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome 
juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian 
menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menganalisis bagaimana pengisian jabatan 
berbasis loyalitas dapat menurunkan kualitas keputusan, memicu turnover, mengurangi pembelajaran 
organisasi, dan memperlemah kontinuitas kebijakan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan politisasi birokrasi dan erosi kapasitas negara, Arah reformasi yang lebih matang 
adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak 
cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas 
tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, menganalisis bagaimana pengisian jabatan berbasis loyalitas dapat menurunkan 
kualitas keputusan, memicu turnover, mengurangi pembelajaran organisasi, dan memperlemah 
kontinuitas kebijakan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas politisasi birokrasi dan 
erosi kapasitas negara ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila 
seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
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keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

9. Desentralisasi, Kepala Daerah, dan Birokrasi Lokal 
Mengkaji relasi pejabat politik dengan perangkat daerah, mutasi jabatan, kepentingan koalisi, kompetisi 
sumber daya, dan variasi kapasitas birokrasi antarwilayah. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan desentralisasi, kepala daerah, dan birokrasi lokal, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
mengkaji relasi pejabat politik dengan perangkat daerah, mutasi jabatan, kepentingan koalisi, kompetisi 
sumber daya, dan variasi kapasitas birokrasi antarwilayah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan desentralisasi, kepala daerah, dan birokrasi lokal, Dalam ekonomi-politik, birokrasi 
berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh 
mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, mengkaji relasi pejabat politik dengan perangkat 
daerah, mutasi jabatan, kepentingan koalisi, kompetisi sumber daya, dan variasi kapasitas birokrasi 
antarwilayah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
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risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan desentralisasi, kepala daerah, dan birokrasi lokal, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, mengkaji relasi pejabat politik dengan perangkat daerah, mutasi jabatan, kepentingan 
koalisi, kompetisi sumber daya, dan variasi kapasitas birokrasi antarwilayah. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan desentralisasi, kepala daerah, dan birokrasi lokal, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, mengkaji relasi pejabat politik dengan perangkat 
daerah, mutasi jabatan, kepentingan koalisi, kompetisi sumber daya, dan variasi kapasitas birokrasi 
antarwilayah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan desentralisasi, kepala daerah, dan birokrasi lokal, Birokrasi bukan organisasi biasa 
karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, mengkaji relasi pejabat politik dengan perangkat 
daerah, mutasi jabatan, kepentingan koalisi, kompetisi sumber daya, dan variasi kapasitas birokrasi 
antarwilayah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan desentralisasi, kepala daerah, dan birokrasi lokal, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
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menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, mengkaji relasi pejabat politik dengan perangkat daerah, 
mutasi jabatan, kepentingan koalisi, kompetisi sumber daya, dan variasi kapasitas birokrasi 
antarwilayah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan desentralisasi, kepala daerah, dan birokrasi lokal, Ukuran keberhasilan semestinya 
bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa 
layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; 
bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome 
juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian 
menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, mengkaji relasi pejabat politik dengan 
perangkat daerah, mutasi jabatan, kepentingan koalisi, kompetisi sumber daya, dan variasi kapasitas 
birokrasi antarwilayah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan desentralisasi, kepala daerah, dan birokrasi lokal, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, mengkaji relasi pejabat politik dengan perangkat daerah, mutasi 
jabatan, kepentingan koalisi, kompetisi sumber daya, dan variasi kapasitas birokrasi antarwilayah. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas desentralisasi, kepala 
daerah, dan birokrasi lokal ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

32 

Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

10. Korupsi, Rent Seeking, dan Regulatory Capture 
Menghubungkan politisasi birokrasi dengan korupsi, rente, pengadaan, perizinan, regulasi, serta risiko 
penangkapan kebijakan oleh kelompok berkepentingan. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan korupsi, rent seeking, dan regulatory capture, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menghubungkan politisasi birokrasi dengan korupsi, rente, pengadaan, perizinan, regulasi, serta risiko 
penangkapan kebijakan oleh kelompok berkepentingan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan korupsi, rent seeking, dan regulatory capture, Dalam ekonomi-politik, birokrasi 
berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh 
mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menghubungkan politisasi birokrasi dengan korupsi, 
rente, pengadaan, perizinan, regulasi, serta risiko penangkapan kebijakan oleh kelompok 
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berkepentingan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan korupsi, rent seeking, dan regulatory capture, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menghubungkan politisasi birokrasi dengan korupsi, rente, pengadaan, perizinan, 
regulasi, serta risiko penangkapan kebijakan oleh kelompok berkepentingan. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan korupsi, rent seeking, dan regulatory capture, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menghubungkan politisasi birokrasi dengan korupsi, 
rente, pengadaan, perizinan, regulasi, serta risiko penangkapan kebijakan oleh kelompok 
berkepentingan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan korupsi, rent seeking, dan regulatory capture, Birokrasi bukan organisasi biasa 
karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menghubungkan politisasi birokrasi dengan korupsi, 
rente, pengadaan, perizinan, regulasi, serta risiko penangkapan kebijakan oleh kelompok 
berkepentingan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan korupsi, rent seeking, dan regulatory capture, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

34 

cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menghubungkan politisasi birokrasi dengan korupsi, 
rente, pengadaan, perizinan, regulasi, serta risiko penangkapan kebijakan oleh kelompok 
berkepentingan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan korupsi, rent seeking, dan regulatory capture, Ukuran keberhasilan semestinya 
bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa 
layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; 
bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome 
juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian 
menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menghubungkan politisasi birokrasi dengan 
korupsi, rente, pengadaan, perizinan, regulasi, serta risiko penangkapan kebijakan oleh kelompok 
berkepentingan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan korupsi, rent seeking, dan regulatory capture, Arah reformasi yang lebih matang 
adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak 
cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas 
tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, menghubungkan politisasi birokrasi dengan korupsi, rente, pengadaan, perizinan, 
regulasi, serta risiko penangkapan kebijakan oleh kelompok berkepentingan. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas korupsi, rent seeking, dan 
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regulatory capture ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila seleksi 
jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme keberatan 
berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun bila 
keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

11. Pembiayaan Politik dan Tekanan terhadap Administrasi Publik 
Membahas biaya kontestasi politik, jaringan sponsor, kepentingan pascapemilu, dan potensi translasi 
biaya politik menjadi tekanan terhadap kebijakan dan birokrasi. Bagian ini menempatkan isu tersebut 
dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, 
manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas 
birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan pembiayaan politik dan tekanan terhadap administrasi publik, Tema ini perlu 
dibaca sebagai persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan 
insentif, tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, 
dan ekspektasi politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah 
aplikasi belum tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, 
kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. 
Secara khusus, membahas biaya kontestasi politik, jaringan sponsor, kepentingan pascapemilu, dan 
potensi translasi biaya politik menjadi tekanan terhadap kebijakan dan birokrasi. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan pembiayaan politik dan tekanan terhadap administrasi publik, Dalam ekonomi-
politik, birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, membahas biaya kontestasi 
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politik, jaringan sponsor, kepentingan pascapemilu, dan potensi translasi biaya politik menjadi tekanan 
terhadap kebijakan dan birokrasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan pembiayaan politik dan tekanan terhadap administrasi publik, Dari sudut 
manajemen, kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, 
technology, dan governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses 
berlapis, data terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak 
akan menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, membahas biaya kontestasi politik, jaringan sponsor, kepentingan pascapemilu, dan 
potensi translasi biaya politik menjadi tekanan terhadap kebijakan dan birokrasi. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan pembiayaan politik dan tekanan terhadap administrasi publik, Risiko utama 
reformasi adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi 
perubahan yang dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur 
karena terlalu banyak inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar 
reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, 
kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, membahas biaya 
kontestasi politik, jaringan sponsor, kepentingan pascapemilu, dan potensi translasi biaya politik 
menjadi tekanan terhadap kebijakan dan birokrasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan pembiayaan politik dan tekanan terhadap administrasi publik, Birokrasi bukan 
organisasi biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses 
seseorang terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar 
etikanya harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, 
pengelolaan konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari 
legitimasi, bukan sekadar prosedur administratif. Secara khusus, membahas biaya kontestasi politik, 
jaringan sponsor, kepentingan pascapemilu, dan potensi translasi biaya politik menjadi tekanan 
terhadap kebijakan dan birokrasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan pembiayaan politik dan tekanan terhadap administrasi publik, Dalam konteks 
Indonesia, heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

37 

serta besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem 
tetapi cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membahas biaya kontestasi politik, jaringan sponsor, 
kepentingan pascapemilu, dan potensi translasi biaya politik menjadi tekanan terhadap kebijakan dan 
birokrasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan pembiayaan politik dan tekanan terhadap administrasi publik, Ukuran 
keberhasilan semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak 
aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi 
apakah kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program 
mencapai sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang 
independen, dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membahas 
biaya kontestasi politik, jaringan sponsor, kepentingan pascapemilu, dan potensi translasi biaya politik 
menjadi tekanan terhadap kebijakan dan birokrasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan pembiayaan politik dan tekanan terhadap administrasi publik, Arah reformasi yang 
lebih matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas 
untuk bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak 
disalahgunakan. Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa 
kapasitas menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan 
keduanya secara simultan. Secara khusus, membahas biaya kontestasi politik, jaringan sponsor, 
kepentingan pascapemilu, dan potensi translasi biaya politik menjadi tekanan terhadap kebijakan dan 
birokrasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
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siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas pembiayaan politik dan 
tekanan terhadap administrasi publik ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

12. Reformasi Kelembagaan: Dari Struktur ke Kapabilitas 
Membedakan restrukturisasi formal dengan pembangunan kemampuan institusional; membahas 
organisasi agile, koordinasi lintas kementerian, dan pengurangan silo. Bagian ini menempatkan isu 
tersebut dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, 
manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas 
birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan reformasi kelembagaan, Tema ini perlu dibaca sebagai persoalan institusional, 
bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi praktik sehari-hari juga 
dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi politik. Karena itu 
reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum tentu mengubah 
perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, mekanisme 
akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, membedakan 
restrukturisasi formal dengan pembangunan kemampuan institusional; membahas organisasi agile, 
koordinasi lintas kementerian, dan pengurangan silo. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan reformasi kelembagaan, Dalam ekonomi-politik, birokrasi berada di antara dua 
tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh mandat demokratis. 
Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan penggunaan bukti. 
Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal atau partisan. Di 
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sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus dirumuskan 
secara institusional. Secara khusus, membedakan restrukturisasi formal dengan pembangunan 
kemampuan institusional; membahas organisasi agile, koordinasi lintas kementerian, dan pengurangan 
silo. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan reformasi kelembagaan, Dari sudut manajemen, kualitas birokrasi bergantung 
pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. Personel yang 
kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data terfragmentasi, kewenangan 
kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan menyelesaikan masalah jika sumber 
masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem 
karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. Secara khusus, membedakan restrukturisasi formal 
dengan pembangunan kemampuan institusional; membahas organisasi agile, koordinasi lintas 
kementerian, dan pengurangan silo. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan reformasi kelembagaan, Risiko utama reformasi adalah ritualisasi: instansi 
memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang dirasakan warga kecil. 
Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak inisiatif berubah nama 
namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat 
hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan 
manfaat publik. Secara khusus, membedakan restrukturisasi formal dengan pembangunan 
kemampuan institusional; membahas organisasi agile, koordinasi lintas kementerian, dan pengurangan 
silo. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan reformasi kelembagaan, Birokrasi bukan organisasi biasa karena menggunakan 
kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang terhadap izin, bantuan, 
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya harus lebih tinggi daripada 
organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan konflik kepentingan, serta 
kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan sekadar prosedur 
administratif. Secara khusus, membedakan restrukturisasi formal dengan pembangunan kemampuan 
institusional; membahas organisasi agile, koordinasi lintas kementerian, dan pengurangan silo. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan reformasi kelembagaan, Dalam konteks Indonesia, heterogenitas wilayah, 
ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta besarnya jumlah ASN 
membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi cukup fleksibel untuk 
menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi menghasilkan kepatuhan 
administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu menetapkan prinsip, data, 
interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membedakan restrukturisasi formal dengan pembangunan 
kemampuan institusional; membahas organisasi agile, koordinasi lintas kementerian, dan pengurangan 
silo. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan reformasi kelembagaan, Ukuran keberhasilan semestinya bergerak dari input dan 
proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan menjadi lebih 
sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; bukan berapa 
indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome juga 
mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian menghentikan 
kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membedakan restrukturisasi formal dengan pembangunan 
kemampuan institusional; membahas organisasi agile, koordinasi lintas kementerian, dan pengurangan 
silo. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan reformasi kelembagaan, Arah reformasi yang lebih matang adalah membangun 
birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak cepat, tetapi cukup 
terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas tanpa integritas dapat 
memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan administrasi yang baik 
niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. Secara khusus, 
membedakan restrukturisasi formal dengan pembangunan kemampuan institusional; membahas 
organisasi agile, koordinasi lintas kementerian, dan pengurangan silo. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 
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Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas reformasi kelembagaan: 
dari struktur ke kapabilitas ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. 
Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

13. Akuntabilitas Kinerja dan Bahaya Administrasi Berbasis Dokumen 
Membahas SAKIP, indikator, outcome, shared outcome, risiko compliance ritualistik, gaming indikator, 
dan pentingnya dampak nyata bagi masyarakat. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam konteks 
Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan akuntabilitas kinerja dan bahaya administrasi berbasis dokumen, Tema ini perlu 
dibaca sebagai persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan 
insentif, tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, 
dan ekspektasi politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah 
aplikasi belum tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, 
kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. 
Secara khusus, membahas SAKIP, indikator, outcome, shared outcome, risiko compliance ritualistik, 
gaming indikator, dan pentingnya dampak nyata bagi masyarakat. Kerangka ini menuntut kita melihat 
siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan 
mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan akuntabilitas kinerja dan bahaya administrasi berbasis dokumen, Dalam ekonomi-
politik, birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, membahas SAKIP, indikator, 
outcome, shared outcome, risiko compliance ritualistik, gaming indikator, dan pentingnya dampak 
nyata bagi masyarakat. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan akuntabilitas kinerja dan bahaya administrasi berbasis dokumen, Dari sudut 
manajemen, kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, 
technology, dan governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses 
berlapis, data terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak 
akan menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, membahas SAKIP, indikator, outcome, shared outcome, risiko compliance ritualistik, 
gaming indikator, dan pentingnya dampak nyata bagi masyarakat. Kerangka ini menuntut kita melihat 
siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan 
mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan akuntabilitas kinerja dan bahaya administrasi berbasis dokumen, Risiko utama 
reformasi adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi 
perubahan yang dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur 
karena terlalu banyak inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar 
reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, 
kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, membahas SAKIP, 
indikator, outcome, shared outcome, risiko compliance ritualistik, gaming indikator, dan pentingnya 
dampak nyata bagi masyarakat. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan akuntabilitas kinerja dan bahaya administrasi berbasis dokumen, Birokrasi bukan 
organisasi biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses 
seseorang terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar 
etikanya harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, 
pengelolaan konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari 
legitimasi, bukan sekadar prosedur administratif. Secara khusus, membahas SAKIP, indikator, 
outcome, shared outcome, risiko compliance ritualistik, gaming indikator, dan pentingnya dampak 
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nyata bagi masyarakat. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan akuntabilitas kinerja dan bahaya administrasi berbasis dokumen, Dalam konteks 
Indonesia, heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, 
serta besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem 
tetapi cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membahas SAKIP, indikator, outcome, shared outcome, 
risiko compliance ritualistik, gaming indikator, dan pentingnya dampak nyata bagi masyarakat. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan akuntabilitas kinerja dan bahaya administrasi berbasis dokumen, Ukuran 
keberhasilan semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak 
aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi 
apakah kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program 
mencapai sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang 
independen, dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membahas 
SAKIP, indikator, outcome, shared outcome, risiko compliance ritualistik, gaming indikator, dan 
pentingnya dampak nyata bagi masyarakat. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan akuntabilitas kinerja dan bahaya administrasi berbasis dokumen, Arah reformasi 
yang lebih matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup 
berkapasitas untuk bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak 
disalahgunakan. Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa 
kapasitas menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan 
keduanya secara simultan. Secara khusus, membahas SAKIP, indikator, outcome, shared outcome, 
risiko compliance ritualistik, gaming indikator, dan pentingnya dampak nyata bagi masyarakat. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
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dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

RPJMN 2025–2029 memasukkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan 
korupsi ke dalam prioritas nasional. Bappenas dan BKN juga menekankan satu data ASN, sistem merit, 
manajemen talenta, dan transformasi digital sebagai fondasi perbaikan manajemen aparatur. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas akuntabilitas kinerja dan 
bahaya administrasi berbasis dokumen ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

14. Pelayanan Publik sebagai Ujian Reformasi Birokrasi 
Menggeser ukuran keberhasilan dari kepatuhan administratif menuju akses, kualitas, kecepatan, 
keadilan, pengalaman warga, dan penyelesaian masalah. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan pelayanan publik sebagai ujian reformasi birokrasi, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menggeser ukuran keberhasilan dari kepatuhan administratif menuju akses, kualitas, kecepatan, 
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keadilan, pengalaman warga, dan penyelesaian masalah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan pelayanan publik sebagai ujian reformasi birokrasi, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menggeser ukuran keberhasilan 
dari kepatuhan administratif menuju akses, kualitas, kecepatan, keadilan, pengalaman warga, dan 
penyelesaian masalah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan pelayanan publik sebagai ujian reformasi birokrasi, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menggeser ukuran keberhasilan dari kepatuhan administratif menuju akses, kualitas, 
kecepatan, keadilan, pengalaman warga, dan penyelesaian masalah. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan pelayanan publik sebagai ujian reformasi birokrasi, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menggeser ukuran keberhasilan dari kepatuhan 
administratif menuju akses, kualitas, kecepatan, keadilan, pengalaman warga, dan penyelesaian 
masalah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan pelayanan publik sebagai ujian reformasi birokrasi, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
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harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menggeser ukuran keberhasilan dari kepatuhan 
administratif menuju akses, kualitas, kecepatan, keadilan, pengalaman warga, dan penyelesaian 
masalah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan pelayanan publik sebagai ujian reformasi birokrasi, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menggeser ukuran keberhasilan dari kepatuhan 
administratif menuju akses, kualitas, kecepatan, keadilan, pengalaman warga, dan penyelesaian 
masalah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan pelayanan publik sebagai ujian reformasi birokrasi, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menggeser ukuran 
keberhasilan dari kepatuhan administratif menuju akses, kualitas, kecepatan, keadilan, pengalaman 
warga, dan penyelesaian masalah. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan pelayanan publik sebagai ujian reformasi birokrasi, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, menggeser ukuran keberhasilan dari kepatuhan administratif menuju 
akses, kualitas, kecepatan, keadilan, pengalaman warga, dan penyelesaian masalah. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas pelayanan publik sebagai 
ujian reformasi birokrasi ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila 
seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

15. Digital Government dan Transformasi Proses Bisnis 
Membahas interoperabilitas, satu data, layanan terpadu, identitas digital, simplifikasi proses, 
keamanan, dan bahaya digitalisasi atas prosedur yang buruk. Bagian ini menempatkan isu tersebut 
dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, 
manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas 
birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Layanan digital yang baik memotong tahapan, menghilangkan duplikasi, dan memungkinkan status 
permohonan dilacak. Layanan digital yang buruk hanya memindahkan formulir kertas menjadi formulir 
elektronik tanpa memperbaiki proses bisnis. 

Interoperabilitas mengurangi kebutuhan warga menyerahkan data yang sama berulang kali, tetapi 
menuntut tata kelola privasi, keamanan siber, klasifikasi akses, dan audit penggunaan data. 
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Masalah inti 
Dalam pembahasan digital government dan transformasi proses bisnis, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
membahas interoperabilitas, satu data, layanan terpadu, identitas digital, simplifikasi proses, 
keamanan, dan bahaya digitalisasi atas prosedur yang buruk. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan digital government dan transformasi proses bisnis, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, membahas interoperabilitas, satu 
data, layanan terpadu, identitas digital, simplifikasi proses, keamanan, dan bahaya digitalisasi atas 
prosedur yang buruk. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan digital government dan transformasi proses bisnis, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, membahas interoperabilitas, satu data, layanan terpadu, identitas digital, simplifikasi 
proses, keamanan, dan bahaya digitalisasi atas prosedur yang buruk. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan digital government dan transformasi proses bisnis, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, membahas interoperabilitas, satu data, layanan 
terpadu, identitas digital, simplifikasi proses, keamanan, dan bahaya digitalisasi atas prosedur yang 
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buruk. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan digital government dan transformasi proses bisnis, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, membahas interoperabilitas, satu data, layanan 
terpadu, identitas digital, simplifikasi proses, keamanan, dan bahaya digitalisasi atas prosedur yang 
buruk. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan digital government dan transformasi proses bisnis, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membahas interoperabilitas, satu data, layanan 
terpadu, identitas digital, simplifikasi proses, keamanan, dan bahaya digitalisasi atas prosedur yang 
buruk. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan digital government dan transformasi proses bisnis, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membahas 
interoperabilitas, satu data, layanan terpadu, identitas digital, simplifikasi proses, keamanan, dan 
bahaya digitalisasi atas prosedur yang buruk. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan digital government dan transformasi proses bisnis, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
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bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, membahas interoperabilitas, satu data, layanan terpadu, identitas 
digital, simplifikasi proses, keamanan, dan bahaya digitalisasi atas prosedur yang buruk. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 

RPJMN 2025–2029 memasukkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan 
korupsi ke dalam prioritas nasional. Bappenas dan BKN juga menekankan satu data ASN, sistem merit, 
manajemen talenta, dan transformasi digital sebagai fondasi perbaikan manajemen aparatur. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas digital government dan 
transformasi proses bisnis ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. 
Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

16. Artificial Intelligence dalam Birokrasi: Peluang dan Risiko Baru 
Mengkaji otomasi keputusan, analitik kebijakan, pelayanan berbasis AI, bias algoritmik, akuntabilitas, 
transparansi, human oversight, dan kompetensi ASN. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
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konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

AI dapat membantu triase aduan, mendeteksi anomali pengadaan, memprediksi kebutuhan layanan, 
atau menyusun ringkasan kebijakan. Namun keputusan berdampak tinggi tidak boleh dilepaskan dari 
tanggung jawab manusia yang dapat dimintai penjelasan. 

Algoritma yang dilatih dari data historis dapat mereplikasi bias lama. Karena itu evaluasi model, 
dokumentasi sumber data, audit bias, human-in-the-loop, dan kanal banding harus menjadi bagian dari 
desain. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan artificial intelligence dalam birokrasi, Tema ini perlu dibaca sebagai persoalan 
institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi praktik 
sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi politik. 
Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum tentu 
mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
mengkaji otomasi keputusan, analitik kebijakan, pelayanan berbasis AI, bias algoritmik, akuntabilitas, 
transparansi, human oversight, dan kompetensi ASN. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan artificial intelligence dalam birokrasi, Dalam ekonomi-politik, birokrasi berada di 
antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh mandat 
demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, mengkaji otomasi keputusan, analitik kebijakan, 
pelayanan berbasis AI, bias algoritmik, akuntabilitas, transparansi, human oversight, dan kompetensi 
ASN. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan artificial intelligence dalam birokrasi, Dari sudut manajemen, kualitas birokrasi 
bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. Personel 
yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data terfragmentasi, 
kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan menyelesaikan masalah 
jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau lemahnya kepemimpinan. 
Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. Secara khusus, mengkaji 
otomasi keputusan, analitik kebijakan, pelayanan berbasis AI, bias algoritmik, akuntabilitas, 
transparansi, human oversight, dan kompetensi ASN. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
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memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan artificial intelligence dalam birokrasi, Risiko utama reformasi adalah ritualisasi: 
instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang dirasakan warga 
kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak inisiatif berubah 
nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat 
hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan 
manfaat publik. Secara khusus, mengkaji otomasi keputusan, analitik kebijakan, pelayanan berbasis AI, 
bias algoritmik, akuntabilitas, transparansi, human oversight, dan kompetensi ASN. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan artificial intelligence dalam birokrasi, Birokrasi bukan organisasi biasa karena 
menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang terhadap 
izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya harus lebih 
tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan konflik 
kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan sekadar 
prosedur administratif. Secara khusus, mengkaji otomasi keputusan, analitik kebijakan, pelayanan 
berbasis AI, bias algoritmik, akuntabilitas, transparansi, human oversight, dan kompetensi ASN. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan artificial intelligence dalam birokrasi, Dalam konteks Indonesia, heterogenitas 
wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta besarnya jumlah 
ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi cukup fleksibel 
untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi menghasilkan kepatuhan 
administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu menetapkan prinsip, data, 
interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Secara khusus, mengkaji otomasi keputusan, analitik kebijakan, pelayanan 
berbasis AI, bias algoritmik, akuntabilitas, transparansi, human oversight, dan kompetensi ASN. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan artificial intelligence dalam birokrasi, Ukuran keberhasilan semestinya bergerak 
dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan 
menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; bukan 
berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome juga 
mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian menghentikan 
kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, mengkaji otomasi keputusan, analitik kebijakan, pelayanan 
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berbasis AI, bias algoritmik, akuntabilitas, transparansi, human oversight, dan kompetensi ASN. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan artificial intelligence dalam birokrasi, Arah reformasi yang lebih matang adalah 
membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak cepat, 
tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas tanpa 
integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, mengkaji otomasi keputusan, analitik kebijakan, pelayanan berbasis AI, bias algoritmik, 
akuntabilitas, transparansi, human oversight, dan kompetensi ASN. Kerangka ini menuntut kita melihat 
siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan 
mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas artificial intelligence 
dalam birokrasi: peluang dan risiko baru ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 
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17. Budaya Organisasi, Etika Publik, dan Integritas 
Membahas nilai BerAKHLAK, psychological safety, kepemimpinan etis, whistleblowing, konflik 
kepentingan, dan pembentukan norma organisasi. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam konteks 
Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan budaya organisasi, etika publik, dan integritas, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
membahas nilai BerAKHLAK, psychological safety, kepemimpinan etis, whistleblowing, konflik 
kepentingan, dan pembentukan norma organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan budaya organisasi, etika publik, dan integritas, Dalam ekonomi-politik, birokrasi 
berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh 
mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, membahas nilai BerAKHLAK, psychological safety, 
kepemimpinan etis, whistleblowing, konflik kepentingan, dan pembentukan norma organisasi. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan budaya organisasi, etika publik, dan integritas, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, membahas nilai BerAKHLAK, psychological safety, kepemimpinan etis, whistleblowing, 
konflik kepentingan, dan pembentukan norma organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Risiko implementasi 
Dalam pembahasan budaya organisasi, etika publik, dan integritas, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, membahas nilai BerAKHLAK, psychological safety, 
kepemimpinan etis, whistleblowing, konflik kepentingan, dan pembentukan norma organisasi. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan budaya organisasi, etika publik, dan integritas, Birokrasi bukan organisasi biasa 
karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, membahas nilai BerAKHLAK, psychological safety, 
kepemimpinan etis, whistleblowing, konflik kepentingan, dan pembentukan norma organisasi. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan budaya organisasi, etika publik, dan integritas, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membahas nilai BerAKHLAK, psychological safety, 
kepemimpinan etis, whistleblowing, konflik kepentingan, dan pembentukan norma organisasi. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan budaya organisasi, etika publik, dan integritas, Ukuran keberhasilan semestinya 
bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa 
layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; 
bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome 
juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian 
menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membahas nilai BerAKHLAK, psychological 
safety, kepemimpinan etis, whistleblowing, konflik kepentingan, dan pembentukan norma organisasi. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Arah reformasi 
Dalam pembahasan budaya organisasi, etika publik, dan integritas, Arah reformasi yang lebih matang 
adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak 
cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas 
tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, membahas nilai BerAKHLAK, psychological safety, kepemimpinan etis, whistleblowing, 
konflik kepentingan, dan pembentukan norma organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas budaya organisasi, etika 
publik, dan integritas ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila 
seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

18. Kepemimpinan Politik dan Kepemimpinan Administratif 
Membedakan legitimasi politik dan profesionalisme administratif serta merumuskan hubungan 
produktif antara menteri/kepala daerah dan pejabat karier. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
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konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif, Tema ini perlu dibaca 
sebagai persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, 
tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan 
ekspektasi politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah 
aplikasi belum tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, 
kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. 
Secara khusus, membedakan legitimasi politik dan profesionalisme administratif serta merumuskan 
hubungan produktif antara menteri/kepala daerah dan pejabat karier. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, membedakan legitimasi politik 
dan profesionalisme administratif serta merumuskan hubungan produktif antara menteri/kepala daerah 
dan pejabat karier. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, membedakan legitimasi politik dan profesionalisme administratif serta merumuskan 
hubungan produktif antara menteri/kepala daerah dan pejabat karier. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif, Risiko utama reformasi 
adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
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inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, membedakan legitimasi politik dan profesionalisme 
administratif serta merumuskan hubungan produktif antara menteri/kepala daerah dan pejabat karier. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, membedakan legitimasi politik dan profesionalisme 
administratif serta merumuskan hubungan produktif antara menteri/kepala daerah dan pejabat karier. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membedakan legitimasi politik dan profesionalisme 
administratif serta merumuskan hubungan produktif antara menteri/kepala daerah dan pejabat karier. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membedakan legitimasi 
politik dan profesionalisme administratif serta merumuskan hubungan produktif antara menteri/kepala 
daerah dan pejabat karier. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 
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Arah reformasi 
Dalam pembahasan kepemimpinan politik dan kepemimpinan administratif, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, membedakan legitimasi politik dan profesionalisme administratif serta 
merumuskan hubungan produktif antara menteri/kepala daerah dan pejabat karier. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas kepemimpinan politik dan 
kepemimpinan administratif ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. 
Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

19. Senior Executive Service dan Manajemen Talenta 
Membahas jabatan pimpinan tinggi, succession planning, talent pool, rotasi, mobilitas, dan perlunya 
proteksi terhadap pemecatan atau mutasi sewenang-wenang. Bagian ini menempatkan isu tersebut 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

60 

dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, 
manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas 
birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan senior executive service dan manajemen talenta, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
membahas jabatan pimpinan tinggi, succession planning, talent pool, rotasi, mobilitas, dan perlunya 
proteksi terhadap pemecatan atau mutasi sewenang-wenang. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan senior executive service dan manajemen talenta, Dalam ekonomi-politik, birokrasi 
berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh 
mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, membahas jabatan pimpinan tinggi, succession 
planning, talent pool, rotasi, mobilitas, dan perlunya proteksi terhadap pemecatan atau mutasi 
sewenang-wenang. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan senior executive service dan manajemen talenta, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, membahas jabatan pimpinan tinggi, succession planning, talent pool, rotasi, mobilitas, 
dan perlunya proteksi terhadap pemecatan atau mutasi sewenang-wenang. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan senior executive service dan manajemen talenta, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
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inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, membahas jabatan pimpinan tinggi, succession 
planning, talent pool, rotasi, mobilitas, dan perlunya proteksi terhadap pemecatan atau mutasi 
sewenang-wenang. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan senior executive service dan manajemen talenta, Birokrasi bukan organisasi biasa 
karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, membahas jabatan pimpinan tinggi, succession 
planning, talent pool, rotasi, mobilitas, dan perlunya proteksi terhadap pemecatan atau mutasi 
sewenang-wenang. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan senior executive service dan manajemen talenta, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membahas jabatan pimpinan tinggi, succession 
planning, talent pool, rotasi, mobilitas, dan perlunya proteksi terhadap pemecatan atau mutasi 
sewenang-wenang. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan senior executive service dan manajemen talenta, Ukuran keberhasilan semestinya 
bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa 
layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; 
bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome 
juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian 
menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membahas jabatan pimpinan tinggi, 
succession planning, talent pool, rotasi, mobilitas, dan perlunya proteksi terhadap pemecatan atau 
mutasi sewenang-wenang. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 
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Arah reformasi 
Dalam pembahasan senior executive service dan manajemen talenta, Arah reformasi yang lebih matang 
adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak 
cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas 
tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, membahas jabatan pimpinan tinggi, succession planning, talent pool, rotasi, mobilitas, 
dan perlunya proteksi terhadap pemecatan atau mutasi sewenang-wenang. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

RPJMN 2025–2029 memasukkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan 
korupsi ke dalam prioritas nasional. Bappenas dan BKN juga menekankan satu data ASN, sistem merit, 
manajemen talenta, dan transformasi digital sebagai fondasi perbaikan manajemen aparatur. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas senior executive service 
dan manajemen talenta ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila 
seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

63 

20. Kompetensi ASN dan Pembelajaran Sepanjang Hayat 
Mengkaji reskilling, upskilling, digital literacy, policy analysis, data literacy, leadership, dan sistem 
pembelajaran berbasis kebutuhan organisasi. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam konteks 
Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan kompetensi asn dan pembelajaran sepanjang hayat, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
mengkaji reskilling, upskilling, digital literacy, policy analysis, data literacy, leadership, dan sistem 
pembelajaran berbasis kebutuhan organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan kompetensi asn dan pembelajaran sepanjang hayat, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, mengkaji reskilling, upskilling, 
digital literacy, policy analysis, data literacy, leadership, dan sistem pembelajaran berbasis kebutuhan 
organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan kompetensi asn dan pembelajaran sepanjang hayat, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, mengkaji reskilling, upskilling, digital literacy, policy analysis, data literacy, leadership, 
dan sistem pembelajaran berbasis kebutuhan organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Risiko implementasi 
Dalam pembahasan kompetensi asn dan pembelajaran sepanjang hayat, Risiko utama reformasi 
adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, mengkaji reskilling, upskilling, digital literacy, policy 
analysis, data literacy, leadership, dan sistem pembelajaran berbasis kebutuhan organisasi. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan kompetensi asn dan pembelajaran sepanjang hayat, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, mengkaji reskilling, upskilling, digital literacy, policy 
analysis, data literacy, leadership, dan sistem pembelajaran berbasis kebutuhan organisasi. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan kompetensi asn dan pembelajaran sepanjang hayat, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, mengkaji reskilling, upskilling, digital literacy, policy 
analysis, data literacy, leadership, dan sistem pembelajaran berbasis kebutuhan organisasi. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan kompetensi asn dan pembelajaran sepanjang hayat, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, mengkaji reskilling, 
upskilling, digital literacy, policy analysis, data literacy, leadership, dan sistem pembelajaran berbasis 
kebutuhan organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
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memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan kompetensi asn dan pembelajaran sepanjang hayat, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, mengkaji reskilling, upskilling, digital literacy, policy analysis, data 
literacy, leadership, dan sistem pembelajaran berbasis kebutuhan organisasi. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas kompetensi asn dan 
pembelajaran sepanjang hayat ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 
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21. Kinerja, Remunerasi, dan Insentif 
Menganalisis hubungan gaji, tunjangan kinerja, motivasi intrinsik, target kinerja, fairness, serta risiko 
insentif yang tidak selaras dengan tujuan publik. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam konteks 
Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan kinerja, remunerasi, dan insentif, Tema ini perlu dibaca sebagai persoalan 
institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi praktik 
sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi politik. 
Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum tentu 
mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menganalisis hubungan gaji, tunjangan kinerja, motivasi intrinsik, target kinerja, fairness, serta risiko 
insentif yang tidak selaras dengan tujuan publik. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan kinerja, remunerasi, dan insentif, Dalam ekonomi-politik, birokrasi berada di antara 
dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh mandat demokratis. 
Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan penggunaan bukti. 
Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal atau partisan. Di 
sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus dirumuskan 
secara institusional. Secara khusus, menganalisis hubungan gaji, tunjangan kinerja, motivasi intrinsik, 
target kinerja, fairness, serta risiko insentif yang tidak selaras dengan tujuan publik. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan kinerja, remunerasi, dan insentif, Dari sudut manajemen, kualitas birokrasi 
bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. Personel 
yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data terfragmentasi, 
kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan menyelesaikan masalah 
jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau lemahnya kepemimpinan. 
Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. Secara khusus, menganalisis 
hubungan gaji, tunjangan kinerja, motivasi intrinsik, target kinerja, fairness, serta risiko insentif yang 
tidak selaras dengan tujuan publik. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Risiko implementasi 
Dalam pembahasan kinerja, remunerasi, dan insentif, Risiko utama reformasi adalah ritualisasi: 
instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang dirasakan warga 
kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak inisiatif berubah 
nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat 
hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan 
manfaat publik. Secara khusus, menganalisis hubungan gaji, tunjangan kinerja, motivasi intrinsik, target 
kinerja, fairness, serta risiko insentif yang tidak selaras dengan tujuan publik. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan kinerja, remunerasi, dan insentif, Birokrasi bukan organisasi biasa karena 
menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang terhadap 
izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya harus lebih 
tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan konflik 
kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan sekadar 
prosedur administratif. Secara khusus, menganalisis hubungan gaji, tunjangan kinerja, motivasi 
intrinsik, target kinerja, fairness, serta risiko insentif yang tidak selaras dengan tujuan publik. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan kinerja, remunerasi, dan insentif, Dalam konteks Indonesia, heterogenitas wilayah, 
ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta besarnya jumlah ASN 
membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi cukup fleksibel untuk 
menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi menghasilkan kepatuhan 
administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu menetapkan prinsip, data, 
interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menganalisis hubungan gaji, tunjangan kinerja, motivasi 
intrinsik, target kinerja, fairness, serta risiko insentif yang tidak selaras dengan tujuan publik. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan kinerja, remunerasi, dan insentif, Ukuran keberhasilan semestinya bergerak dari 
input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan menjadi 
lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; bukan berapa 
indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome juga 
mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian menghentikan 
kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menganalisis hubungan gaji, tunjangan kinerja, motivasi 
intrinsik, target kinerja, fairness, serta risiko insentif yang tidak selaras dengan tujuan publik. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Arah reformasi 
Dalam pembahasan kinerja, remunerasi, dan insentif, Arah reformasi yang lebih matang adalah 
membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak cepat, 
tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas tanpa 
integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, menganalisis hubungan gaji, tunjangan kinerja, motivasi intrinsik, target kinerja, 
fairness, serta risiko insentif yang tidak selaras dengan tujuan publik. Kerangka ini menuntut kita melihat 
siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan 
mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas kinerja, remunerasi, dan 
insentif ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila seleksi jabatan 
transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme keberatan berfungsi, 
pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun bila keputusan 
personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan terhadap tujuan 
organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk perilaku bahkan tanpa 
perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

22. Rekrutmen ASN, PPPK, dan Dinamika Tenaga Non-ASN 
Membahas kebutuhan perencanaan tenaga kerja publik, formasi, merit, PPPK, penyelesaian non-ASN, 
dan risiko kebijakan populis dalam manajemen personel. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
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konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan rekrutmen asn, pppk, dan dinamika tenaga non-asn, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
membahas kebutuhan perencanaan tenaga kerja publik, formasi, merit, PPPK, penyelesaian non-ASN, 
dan risiko kebijakan populis dalam manajemen personel. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan rekrutmen asn, pppk, dan dinamika tenaga non-asn, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, membahas kebutuhan 
perencanaan tenaga kerja publik, formasi, merit, PPPK, penyelesaian non-ASN, dan risiko kebijakan 
populis dalam manajemen personel. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan rekrutmen asn, pppk, dan dinamika tenaga non-asn, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, membahas kebutuhan perencanaan tenaga kerja publik, formasi, merit, PPPK, 
penyelesaian non-ASN, dan risiko kebijakan populis dalam manajemen personel. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan rekrutmen asn, pppk, dan dinamika tenaga non-asn, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
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inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, membahas kebutuhan perencanaan tenaga kerja 
publik, formasi, merit, PPPK, penyelesaian non-ASN, dan risiko kebijakan populis dalam manajemen 
personel. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan rekrutmen asn, pppk, dan dinamika tenaga non-asn, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, membahas kebutuhan perencanaan tenaga kerja 
publik, formasi, merit, PPPK, penyelesaian non-ASN, dan risiko kebijakan populis dalam manajemen 
personel. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan rekrutmen asn, pppk, dan dinamika tenaga non-asn, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membahas kebutuhan perencanaan tenaga kerja 
publik, formasi, merit, PPPK, penyelesaian non-ASN, dan risiko kebijakan populis dalam manajemen 
personel. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan rekrutmen asn, pppk, dan dinamika tenaga non-asn, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membahas kebutuhan 
perencanaan tenaga kerja publik, formasi, merit, PPPK, penyelesaian non-ASN, dan risiko kebijakan 
populis dalam manajemen personel. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Arah reformasi 
Dalam pembahasan rekrutmen asn, pppk, dan dinamika tenaga non-asn, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, membahas kebutuhan perencanaan tenaga kerja publik, formasi, 
merit, PPPK, penyelesaian non-ASN, dan risiko kebijakan populis dalam manajemen personel. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

Dalam konteks kebijakan terkini, Kementerian PANRB pada 2026 menempatkan penguatan reformasi 
birokrasi dan akuntabilitas, kelembagaan agile, transformasi manajemen ASN, serta layanan publik 
terintegrasi sebagai agenda utama. Pemerintah juga sedang memfinalisasi Desain Besar Reformasi 
Birokrasi Nasional 2026–2045 untuk menyelaraskan transformasi tata kelola dengan RPJPN 2025–2045. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas rekrutmen asn, pppk, dan 
dinamika tenaga non-asn ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila 
seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

72 

23. Koordinasi Pusat-Daerah dan Fragmentasi Kebijakan 
Menjelaskan masalah tumpang tindih kewenangan, standardisasi, kapasitas implementasi, fiscal 
incentives, dan mekanisme kolaborasi multilevel governance. Bagian ini menempatkan isu tersebut 
dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, 
manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas 
birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan koordinasi pusat-daerah dan fragmentasi kebijakan, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menjelaskan masalah tumpang tindih kewenangan, standardisasi, kapasitas implementasi, fiscal 
incentives, dan mekanisme kolaborasi multilevel governance. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan koordinasi pusat-daerah dan fragmentasi kebijakan, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menjelaskan masalah tumpang 
tindih kewenangan, standardisasi, kapasitas implementasi, fiscal incentives, dan mekanisme 
kolaborasi multilevel governance. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan koordinasi pusat-daerah dan fragmentasi kebijakan, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menjelaskan masalah tumpang tindih kewenangan, standardisasi, kapasitas 
implementasi, fiscal incentives, dan mekanisme kolaborasi multilevel governance. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Risiko implementasi 
Dalam pembahasan koordinasi pusat-daerah dan fragmentasi kebijakan, Risiko utama reformasi 
adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menjelaskan masalah tumpang tindih kewenangan, 
standardisasi, kapasitas implementasi, fiscal incentives, dan mekanisme kolaborasi multilevel 
governance. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan koordinasi pusat-daerah dan fragmentasi kebijakan, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menjelaskan masalah tumpang tindih kewenangan, 
standardisasi, kapasitas implementasi, fiscal incentives, dan mekanisme kolaborasi multilevel 
governance. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan koordinasi pusat-daerah dan fragmentasi kebijakan, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menjelaskan masalah tumpang tindih kewenangan, 
standardisasi, kapasitas implementasi, fiscal incentives, dan mekanisme kolaborasi multilevel 
governance. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan koordinasi pusat-daerah dan fragmentasi kebijakan, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menjelaskan masalah 
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tumpang tindih kewenangan, standardisasi, kapasitas implementasi, fiscal incentives, dan mekanisme 
kolaborasi multilevel governance. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan koordinasi pusat-daerah dan fragmentasi kebijakan, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, menjelaskan masalah tumpang tindih kewenangan, standardisasi, 
kapasitas implementasi, fiscal incentives, dan mekanisme kolaborasi multilevel governance. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas koordinasi pusat-daerah 
dan fragmentasi kebijakan ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. 
Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 
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24. Reformasi Regulasi dan Simplifikasi Perizinan 
Menganalisis regulatory guillotine, harmonisasi, OSS, risiko deregulasi berlebihan, serta pentingnya 
konsultasi dan analisis dampak regulasi. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam konteks Indonesia 
dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta pembangunan. 
Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada akhirnya ditentukan 
oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan reformasi regulasi dan simplifikasi perizinan, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menganalisis regulatory guillotine, harmonisasi, OSS, risiko deregulasi berlebihan, serta pentingnya 
konsultasi dan analisis dampak regulasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan reformasi regulasi dan simplifikasi perizinan, Dalam ekonomi-politik, birokrasi 
berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh 
mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menganalisis regulatory guillotine, harmonisasi, OSS, 
risiko deregulasi berlebihan, serta pentingnya konsultasi dan analisis dampak regulasi. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan reformasi regulasi dan simplifikasi perizinan, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menganalisis regulatory guillotine, harmonisasi, OSS, risiko deregulasi berlebihan, serta 
pentingnya konsultasi dan analisis dampak regulasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Risiko implementasi 
Dalam pembahasan reformasi regulasi dan simplifikasi perizinan, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menganalisis regulatory guillotine, harmonisasi, OSS, 
risiko deregulasi berlebihan, serta pentingnya konsultasi dan analisis dampak regulasi. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan reformasi regulasi dan simplifikasi perizinan, Birokrasi bukan organisasi biasa 
karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menganalisis regulatory guillotine, harmonisasi, OSS, 
risiko deregulasi berlebihan, serta pentingnya konsultasi dan analisis dampak regulasi. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan reformasi regulasi dan simplifikasi perizinan, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menganalisis regulatory guillotine, harmonisasi, OSS, 
risiko deregulasi berlebihan, serta pentingnya konsultasi dan analisis dampak regulasi. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan reformasi regulasi dan simplifikasi perizinan, Ukuran keberhasilan semestinya 
bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa 
layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; 
bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome 
juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian 
menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menganalisis regulatory guillotine, 
harmonisasi, OSS, risiko deregulasi berlebihan, serta pentingnya konsultasi dan analisis dampak 
regulasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

77 

risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan reformasi regulasi dan simplifikasi perizinan, Arah reformasi yang lebih matang 
adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak 
cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas 
tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, menganalisis regulatory guillotine, harmonisasi, OSS, risiko deregulasi berlebihan, serta 
pentingnya konsultasi dan analisis dampak regulasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas reformasi regulasi dan 
simplifikasi perizinan ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila 
seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 
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25. Pengawasan Internal, Audit, dan Aparat Pengawasan 
Mengkaji APIP, inspektorat, audit berbasis risiko, independensi, early warning, serta hubungan 
pengawasan dengan pembelajaran organisasi. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam konteks 
Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan pengawasan internal, audit, dan aparat pengawasan, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
mengkaji APIP, inspektorat, audit berbasis risiko, independensi, early warning, serta hubungan 
pengawasan dengan pembelajaran organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan pengawasan internal, audit, dan aparat pengawasan, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, mengkaji APIP, inspektorat, audit 
berbasis risiko, independensi, early warning, serta hubungan pengawasan dengan pembelajaran 
organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan pengawasan internal, audit, dan aparat pengawasan, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, mengkaji APIP, inspektorat, audit berbasis risiko, independensi, early warning, serta 
hubungan pengawasan dengan pembelajaran organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Risiko implementasi 
Dalam pembahasan pengawasan internal, audit, dan aparat pengawasan, Risiko utama reformasi 
adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, mengkaji APIP, inspektorat, audit berbasis risiko, 
independensi, early warning, serta hubungan pengawasan dengan pembelajaran organisasi. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan pengawasan internal, audit, dan aparat pengawasan, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, mengkaji APIP, inspektorat, audit berbasis risiko, 
independensi, early warning, serta hubungan pengawasan dengan pembelajaran organisasi. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan pengawasan internal, audit, dan aparat pengawasan, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, mengkaji APIP, inspektorat, audit berbasis risiko, 
independensi, early warning, serta hubungan pengawasan dengan pembelajaran organisasi. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan pengawasan internal, audit, dan aparat pengawasan, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, mengkaji APIP, inspektorat, 
audit berbasis risiko, independensi, early warning, serta hubungan pengawasan dengan pembelajaran 
organisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
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risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan pengawasan internal, audit, dan aparat pengawasan, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, mengkaji APIP, inspektorat, audit berbasis risiko, independensi, early 
warning, serta hubungan pengawasan dengan pembelajaran organisasi. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas pengawasan internal, 
audit, dan aparat pengawasan ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. 
Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Reformasi Birokrasi di Tengah Kepentingan Politik 
 
 
 

81 

26. Partisipasi Publik, Transparansi, dan Open Government 
Membahas keterbukaan informasi, konsultasi publik, citizen feedback, data terbuka, co-creation, dan 
peran masyarakat sipil dalam membatasi politisasi. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan partisipasi publik, transparansi, dan open government, Tema ini perlu dibaca 
sebagai persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, 
tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan 
ekspektasi politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah 
aplikasi belum tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, 
kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. 
Secara khusus, membahas keterbukaan informasi, konsultasi publik, citizen feedback, data terbuka, 
co-creation, dan peran masyarakat sipil dalam membatasi politisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat 
siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan 
mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan partisipasi publik, transparansi, dan open government, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, membahas keterbukaan 
informasi, konsultasi publik, citizen feedback, data terbuka, co-creation, dan peran masyarakat sipil 
dalam membatasi politisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan partisipasi publik, transparansi, dan open government, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, membahas keterbukaan informasi, konsultasi publik, citizen feedback, data terbuka, 
co-creation, dan peran masyarakat sipil dalam membatasi politisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat 
siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan 
mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Risiko implementasi 
Dalam pembahasan partisipasi publik, transparansi, dan open government, Risiko utama reformasi 
adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, membahas keterbukaan informasi, konsultasi publik, 
citizen feedback, data terbuka, co-creation, dan peran masyarakat sipil dalam membatasi politisasi. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan partisipasi publik, transparansi, dan open government, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, membahas keterbukaan informasi, konsultasi publik, 
citizen feedback, data terbuka, co-creation, dan peran masyarakat sipil dalam membatasi politisasi. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan partisipasi publik, transparansi, dan open government, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, membahas keterbukaan informasi, konsultasi publik, 
citizen feedback, data terbuka, co-creation, dan peran masyarakat sipil dalam membatasi politisasi. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan partisipasi publik, transparansi, dan open government, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, membahas keterbukaan 
informasi, konsultasi publik, citizen feedback, data terbuka, co-creation, dan peran masyarakat sipil 
dalam membatasi politisasi. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
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yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan partisipasi publik, transparansi, dan open government, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, membahas keterbukaan informasi, konsultasi publik, citizen 
feedback, data terbuka, co-creation, dan peran masyarakat sipil dalam membatasi politisasi. Kerangka 
ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas partisipasi publik, 
transparansi, dan open government ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 
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27. Reformasi Birokrasi dan Kepercayaan Publik 
Menjelaskan trust sebagai hasil pengalaman layanan, keadilan prosedural, integritas, konsistensi, serta 
hubungan antara impartiality dan legitimasi negara. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan reformasi birokrasi dan kepercayaan publik, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menjelaskan trust sebagai hasil pengalaman layanan, keadilan prosedural, integritas, konsistensi, serta 
hubungan antara impartiality dan legitimasi negara. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan reformasi birokrasi dan kepercayaan publik, Dalam ekonomi-politik, birokrasi 
berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh 
mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menjelaskan trust sebagai hasil pengalaman layanan, 
keadilan prosedural, integritas, konsistensi, serta hubungan antara impartiality dan legitimasi negara. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan reformasi birokrasi dan kepercayaan publik, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menjelaskan trust sebagai hasil pengalaman layanan, keadilan prosedural, integritas, 
konsistensi, serta hubungan antara impartiality dan legitimasi negara. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Risiko implementasi 
Dalam pembahasan reformasi birokrasi dan kepercayaan publik, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menjelaskan trust sebagai hasil pengalaman layanan, 
keadilan prosedural, integritas, konsistensi, serta hubungan antara impartiality dan legitimasi negara. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan reformasi birokrasi dan kepercayaan publik, Birokrasi bukan organisasi biasa 
karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menjelaskan trust sebagai hasil pengalaman layanan, 
keadilan prosedural, integritas, konsistensi, serta hubungan antara impartiality dan legitimasi negara. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan reformasi birokrasi dan kepercayaan publik, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menjelaskan trust sebagai hasil pengalaman layanan, 
keadilan prosedural, integritas, konsistensi, serta hubungan antara impartiality dan legitimasi negara. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan reformasi birokrasi dan kepercayaan publik, Ukuran keberhasilan semestinya 
bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa 
layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; 
bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome 
juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian 
menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menjelaskan trust sebagai hasil pengalaman 
layanan, keadilan prosedural, integritas, konsistensi, serta hubungan antara impartiality dan legitimasi 
negara. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
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siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan reformasi birokrasi dan kepercayaan publik, Arah reformasi yang lebih matang 
adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak 
cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas 
tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, menjelaskan trust sebagai hasil pengalaman layanan, keadilan prosedural, integritas, 
konsistensi, serta hubungan antara impartiality dan legitimasi negara. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas reformasi birokrasi dan 
kepercayaan publik ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. Bila 
seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 
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28. Birokrasi untuk Pembangunan Ekonomi dan Investasi 
Menganalisis perizinan, kepastian hukum, proyek investasi, industrial policy, hilirisasi, UMKM, dan 
peran administrasi publik dalam menciptakan kepastian. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan birokrasi untuk pembangunan ekonomi dan investasi, Tema ini perlu dibaca 
sebagai persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, 
tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan 
ekspektasi politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah 
aplikasi belum tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, 
kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. 
Secara khusus, menganalisis perizinan, kepastian hukum, proyek investasi, industrial policy, hilirisasi, 
UMKM, dan peran administrasi publik dalam menciptakan kepastian. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan birokrasi untuk pembangunan ekonomi dan investasi, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menganalisis perizinan, kepastian 
hukum, proyek investasi, industrial policy, hilirisasi, UMKM, dan peran administrasi publik dalam 
menciptakan kepastian. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan birokrasi untuk pembangunan ekonomi dan investasi, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menganalisis perizinan, kepastian hukum, proyek investasi, industrial policy, hilirisasi, 
UMKM, dan peran administrasi publik dalam menciptakan kepastian. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Risiko implementasi 
Dalam pembahasan birokrasi untuk pembangunan ekonomi dan investasi, Risiko utama reformasi 
adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menganalisis perizinan, kepastian hukum, proyek 
investasi, industrial policy, hilirisasi, UMKM, dan peran administrasi publik dalam menciptakan 
kepastian. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan birokrasi untuk pembangunan ekonomi dan investasi, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menganalisis perizinan, kepastian hukum, proyek 
investasi, industrial policy, hilirisasi, UMKM, dan peran administrasi publik dalam menciptakan 
kepastian. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan birokrasi untuk pembangunan ekonomi dan investasi, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menganalisis perizinan, kepastian hukum, proyek 
investasi, industrial policy, hilirisasi, UMKM, dan peran administrasi publik dalam menciptakan 
kepastian. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan birokrasi untuk pembangunan ekonomi dan investasi, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menganalisis perizinan, 
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kepastian hukum, proyek investasi, industrial policy, hilirisasi, UMKM, dan peran administrasi publik 
dalam menciptakan kepastian. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan birokrasi untuk pembangunan ekonomi dan investasi, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, menganalisis perizinan, kepastian hukum, proyek investasi, industrial 
policy, hilirisasi, UMKM, dan peran administrasi publik dalam menciptakan kepastian. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas birokrasi untuk 
pembangunan ekonomi dan investasi ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 
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29. Birokrasi Sosial: Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial 
Membahas kapasitas front-line bureaucracy, guru, tenaga kesehatan, bansos, data penerima, dan 
bagaimana kepentingan politik dapat mengganggu targeting. Bagian ini menempatkan isu tersebut 
dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, 
manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas 
birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan birokrasi sosial, Tema ini perlu dibaca sebagai persoalan institusional, bukan 
semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk 
oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi politik. Karena itu reformasi 
yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum tentu mengubah perilaku. 
Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, 
dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, membahas kapasitas front-line 
bureaucracy, guru, tenaga kesehatan, bansos, data penerima, dan bagaimana kepentingan politik dapat 
mengganggu targeting. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan birokrasi sosial, Dalam ekonomi-politik, birokrasi berada di antara dua tuntutan. 
Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus 
menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan 
muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis 
antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus dirumuskan secara 
institusional. Secara khusus, membahas kapasitas front-line bureaucracy, guru, tenaga kesehatan, 
bansos, data penerima, dan bagaimana kepentingan politik dapat mengganggu targeting. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan birokrasi sosial, Dari sudut manajemen, kualitas birokrasi bergantung pada 
keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. Personel yang kompeten 
tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data terfragmentasi, kewenangan kabur, dan 
insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya 
adalah konflik kepentingan, patronase, atau lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu 
lebih relevan daripada reformasi parsial. Secara khusus, membahas kapasitas front-line bureaucracy, 
guru, tenaga kesehatan, bansos, data penerima, dan bagaimana kepentingan politik dapat mengganggu 
targeting. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 
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Risiko implementasi 
Dalam pembahasan birokrasi sosial, Risiko utama reformasi adalah ritualisasi: instansi memenuhi 
dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang dirasakan warga kecil. Risiko lain 
adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak inisiatif berubah nama namun 
tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat hubungan yang 
jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan manfaat publik. 
Secara khusus, membahas kapasitas front-line bureaucracy, guru, tenaga kesehatan, bansos, data 
penerima, dan bagaimana kepentingan politik dapat mengganggu targeting. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan birokrasi sosial, Birokrasi bukan organisasi biasa karena menggunakan 
kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang terhadap izin, bantuan, 
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya harus lebih tinggi daripada 
organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan konflik kepentingan, serta 
kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan sekadar prosedur 
administratif. Secara khusus, membahas kapasitas front-line bureaucracy, guru, tenaga kesehatan, 
bansos, data penerima, dan bagaimana kepentingan politik dapat mengganggu targeting. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan birokrasi sosial, Dalam konteks Indonesia, heterogenitas wilayah, ketimpangan 
kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta besarnya jumlah ASN membuat reformasi 
harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi cukup fleksibel untuk menyesuaikan 
konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi menghasilkan kepatuhan administratif tanpa 
pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar 
minimum, sambil memberi ruang inovasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, 
membahas kapasitas front-line bureaucracy, guru, tenaga kesehatan, bansos, data penerima, dan 
bagaimana kepentingan politik dapat mengganggu targeting. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan birokrasi sosial, Ukuran keberhasilan semestinya bergerak dari input dan proses 
menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; 
bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; bukan berapa indikator 
ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data 
yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak 
efektif. Secara khusus, membahas kapasitas front-line bureaucracy, guru, tenaga kesehatan, bansos, 
data penerima, dan bagaimana kepentingan politik dapat mengganggu targeting. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Arah reformasi 
Dalam pembahasan birokrasi sosial, Arah reformasi yang lebih matang adalah membangun birokrasi 
yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak cepat, tetapi cukup terikat 
aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas tanpa integritas dapat 
memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan administrasi yang baik 
niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. Secara khusus, 
membahas kapasitas front-line bureaucracy, guru, tenaga kesehatan, bansos, data penerima, dan 
bagaimana kepentingan politik dapat mengganggu targeting. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas birokrasi sosial: 
pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh 
kredibilitas prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja 
jelas, dan mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak 
kapasitas organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan 
perilaku terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan 
bagaimana institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

30. Birokrasi dan Pembangunan Hijau serta Maritim 
Menghubungkan tata kelola perizinan, sumber daya alam, AMDAL, kehutanan, pesisir, energi, dan 
perlunya birokrasi yang mampu mengelola trade-off pembangunan. Bagian ini menempatkan isu 
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tersebut dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, 
manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas 
birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan birokrasi dan pembangunan hijau serta maritim, Tema ini perlu dibaca sebagai 
persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi 
praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi 
politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum 
tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, 
mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, 
menghubungkan tata kelola perizinan, sumber daya alam, AMDAL, kehutanan, pesisir, energi, dan 
perlunya birokrasi yang mampu mengelola trade-off pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat 
siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan 
mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan birokrasi dan pembangunan hijau serta maritim, Dalam ekonomi-politik, birokrasi 
berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh 
mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan 
penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal 
atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus 
dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menghubungkan tata kelola perizinan, sumber daya 
alam, AMDAL, kehutanan, pesisir, energi, dan perlunya birokrasi yang mampu mengelola trade-off 
pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan birokrasi dan pembangunan hijau serta maritim, Dari sudut manajemen, kualitas 
birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. 
Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menghubungkan tata kelola perizinan, sumber daya alam, AMDAL, kehutanan, pesisir, 
energi, dan perlunya birokrasi yang mampu mengelola trade-off pembangunan. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan birokrasi dan pembangunan hijau serta maritim, Risiko utama reformasi adalah 
ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
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inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menghubungkan tata kelola perizinan, sumber daya 
alam, AMDAL, kehutanan, pesisir, energi, dan perlunya birokrasi yang mampu mengelola trade-off 
pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan birokrasi dan pembangunan hijau serta maritim, Birokrasi bukan organisasi biasa 
karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menghubungkan tata kelola perizinan, sumber daya 
alam, AMDAL, kehutanan, pesisir, energi, dan perlunya birokrasi yang mampu mengelola trade-off 
pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan birokrasi dan pembangunan hijau serta maritim, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menghubungkan tata kelola perizinan, sumber daya 
alam, AMDAL, kehutanan, pesisir, energi, dan perlunya birokrasi yang mampu mengelola trade-off 
pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan birokrasi dan pembangunan hijau serta maritim, Ukuran keberhasilan semestinya 
bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa 
layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; 
bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome 
juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian 
menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menghubungkan tata kelola perizinan, 
sumber daya alam, AMDAL, kehutanan, pesisir, energi, dan perlunya birokrasi yang mampu mengelola 
trade-off pembangunan. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 
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Arah reformasi 
Dalam pembahasan birokrasi dan pembangunan hijau serta maritim, Arah reformasi yang lebih matang 
adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak 
cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas 
tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan 
administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. 
Secara khusus, menghubungkan tata kelola perizinan, sumber daya alam, AMDAL, kehutanan, pesisir, 
energi, dan perlunya birokrasi yang mampu mengelola trade-off pembangunan. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas birokrasi dan 
pembangunan hijau serta maritim ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

31. Desain Besar Reformasi Birokrasi Nasional 2026–2045 
Menganalisis lima sasaran DBRBN: pemerintah digital, ASN kompeten berbasis merit, integritas dan 
inovasi, kelembagaan agile, dan pelayanan publik inklusif. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
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konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Pada Juni 2026 pemerintah menyatakan rancangan DBRBN 2026–2045 berada pada tahap harmonisasi. 
Lima sasaran yang diumumkan mencakup pemerintah digital, ASN kompeten dan berkinerja tinggi 
berbasis merit, perilaku birokrasi berintegritas dan inovatif, kelembagaan berkinerja tinggi berbasis 
jejaring dan lincah, serta pelayanan publik berkualitas dan inklusif. 

Lima sasaran tersebut menunjukkan pergeseran dari reformasi yang dominan administratif menuju 
transformasi kapasitas, perilaku, digital, kelembagaan, dan pengalaman masyarakat. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan desain besar reformasi birokrasi nasional 2026–2045, Tema ini perlu dibaca 
sebagai persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, 
tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan 
ekspektasi politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah 
aplikasi belum tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, 
kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. 
Secara khusus, menganalisis lima sasaran DBRBN: pemerintah digital, ASN kompeten berbasis merit, 
integritas dan inovasi, kelembagaan agile, dan pelayanan publik inklusif. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan desain besar reformasi birokrasi nasional 2026–2045, Dalam ekonomi-politik, 
birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menganalisis lima sasaran 
DBRBN: pemerintah digital, ASN kompeten berbasis merit, integritas dan inovasi, kelembagaan agile, 
dan pelayanan publik inklusif. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan desain besar reformasi birokrasi nasional 2026–2045, Dari sudut manajemen, 
kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, technology, dan 
governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data 
terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan 
menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
Secara khusus, menganalisis lima sasaran DBRBN: pemerintah digital, ASN kompeten berbasis merit, 
integritas dan inovasi, kelembagaan agile, dan pelayanan publik inklusif. Kerangka ini menuntut kita 
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melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan desain besar reformasi birokrasi nasional 2026–2045, Risiko utama reformasi 
adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang 
dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak 
inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur 
perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan 
berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menganalisis lima sasaran DBRBN: pemerintah 
digital, ASN kompeten berbasis merit, integritas dan inovasi, kelembagaan agile, dan pelayanan publik 
inklusif. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan desain besar reformasi birokrasi nasional 2026–2045, Birokrasi bukan organisasi 
biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang 
terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya 
harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan 
konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan 
sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menganalisis lima sasaran DBRBN: pemerintah digital, 
ASN kompeten berbasis merit, integritas dan inovasi, kelembagaan agile, dan pelayanan publik inklusif. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan desain besar reformasi birokrasi nasional 2026–2045, Dalam konteks Indonesia, 
heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta 
besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi 
cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menganalisis lima sasaran DBRBN: pemerintah digital, 
ASN kompeten berbasis merit, integritas dan inovasi, kelembagaan agile, dan pelayanan publik inklusif. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan desain besar reformasi birokrasi nasional 2026–2045, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
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dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menganalisis lima sasaran 
DBRBN: pemerintah digital, ASN kompeten berbasis merit, integritas dan inovasi, kelembagaan agile, 
dan pelayanan publik inklusif. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan desain besar reformasi birokrasi nasional 2026–2045, Arah reformasi yang lebih 
matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk 
bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. 
Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas 
menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya 
secara simultan. Secara khusus, menganalisis lima sasaran DBRBN: pemerintah digital, ASN kompeten 
berbasis merit, integritas dan inovasi, kelembagaan agile, dan pelayanan publik inklusif. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

RPJMN 2025–2029 memasukkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan 
korupsi ke dalam prioritas nasional. Bappenas dan BKN juga menekankan satu data ASN, sistem merit, 
manajemen talenta, dan transformasi digital sebagai fondasi perbaikan manajemen aparatur. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas desain besar reformasi 
birokrasi nasional 2026–2045 ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas prosedur. 
Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan mekanisme 
keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas organisasi. Namun 
bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku terhadap patron, bukan 
terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana institusi membentuk 
perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
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analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

32. Mengelola Kepentingan Politik tanpa Mematikan Demokrasi 
Menawarkan gagasan political-administrative bargain: politik menetapkan arah dan prioritas, birokrasi 
menjaga legalitas, evidence, continuity, dan impartiality. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan mengelola kepentingan politik tanpa mematikan demokrasi, Tema ini perlu dibaca 
sebagai persoalan institusional, bukan semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, 
tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan 
ekspektasi politik. Karena itu reformasi yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah 
aplikasi belum tentu mengubah perilaku. Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, 
kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. 
Secara khusus, menawarkan gagasan political-administrative bargain: politik menetapkan arah dan 
prioritas, birokrasi menjaga legalitas, evidence, continuity, dan impartiality. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan mengelola kepentingan politik tanpa mematikan demokrasi, Dalam ekonomi-
politik, birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang 
memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, 
imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai 
loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political control yang sah dan political capture 
yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara khusus, menawarkan gagasan political-
administrative bargain: politik menetapkan arah dan prioritas, birokrasi menjaga legalitas, evidence, 
continuity, dan impartiality. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan mengelola kepentingan politik tanpa mematikan demokrasi, Dari sudut 
manajemen, kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan antara people, process, structure, 
technology, dan governance. Personel yang kompeten tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses 
berlapis, data terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak 
akan menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah konflik kepentingan, patronase, atau 
lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih relevan daripada reformasi parsial. 
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Secara khusus, menawarkan gagasan political-administrative bargain: politik menetapkan arah dan 
prioritas, birokrasi menjaga legalitas, evidence, continuity, dan impartiality. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan mengelola kepentingan politik tanpa mematikan demokrasi, Risiko utama 
reformasi adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi 
perubahan yang dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur 
karena terlalu banyak inisiatif berubah nama namun tidak menyederhanakan beban kerja. Agar 
reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat hubungan yang jelas antara perubahan prosedur, 
kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan manfaat publik. Secara khusus, menawarkan 
gagasan political-administrative bargain: politik menetapkan arah dan prioritas, birokrasi menjaga 
legalitas, evidence, continuity, dan impartiality. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan mengelola kepentingan politik tanpa mematikan demokrasi, Birokrasi bukan 
organisasi biasa karena menggunakan kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses 
seseorang terhadap izin, bantuan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar 
etikanya harus lebih tinggi daripada organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, 
pengelolaan konflik kepentingan, serta kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari 
legitimasi, bukan sekadar prosedur administratif. Secara khusus, menawarkan gagasan political-
administrative bargain: politik menetapkan arah dan prioritas, birokrasi menjaga legalitas, evidence, 
continuity, dan impartiality. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa 
yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan 
dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan mengelola kepentingan politik tanpa mematikan demokrasi, Dalam konteks 
Indonesia, heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, 
serta besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem 
tetapi cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi 
menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu 
menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang 
dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menawarkan gagasan political-administrative bargain: 
politik menetapkan arah dan prioritas, birokrasi menjaga legalitas, evidence, continuity, dan 
impartiality. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 
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Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan mengelola kepentingan politik tanpa mematikan demokrasi, Ukuran keberhasilan 
semestinya bergerak dari input dan proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, 
tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah 
kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai 
sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, 
dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, menawarkan gagasan 
political-administrative bargain: politik menetapkan arah dan prioritas, birokrasi menjaga legalitas, 
evidence, continuity, dan impartiality. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan mengelola kepentingan politik tanpa mematikan demokrasi, Arah reformasi yang 
lebih matang adalah membangun birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas 
untuk bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak 
disalahgunakan. Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa 
kapasitas menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan 
keduanya secara simultan. Secara khusus, menawarkan gagasan political-administrative bargain: 
politik menetapkan arah dan prioritas, birokrasi menjaga legalitas, evidence, continuity, dan 
impartiality. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas mengelola kepentingan 
politik tanpa mematikan demokrasi ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 
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Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

33. Arsitektur Reformasi: Dari Compliance menuju Outcomes 
Merumuskan reformasi berbasis hasil, sequencing, political ownership, coalition for reform, quick wins, 
safeguards, evaluasi, dan adaptive implementation. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan arsitektur reformasi, Tema ini perlu dibaca sebagai persoalan institusional, bukan 
semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk 
oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi politik. Karena itu reformasi 
yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum tentu mengubah perilaku. 
Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, 
dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, merumuskan reformasi 
berbasis hasil, sequencing, political ownership, coalition for reform, quick wins, safeguards, evaluasi, 
dan adaptive implementation. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan arsitektur reformasi, Dalam ekonomi-politik, birokrasi berada di antara dua 
tuntutan. Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh mandat demokratis. 
Kedua, ia harus menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan penggunaan bukti. 
Ketegangan muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal atau partisan. Di 
sinilah garis antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus dirumuskan 
secara institusional. Secara khusus, merumuskan reformasi berbasis hasil, sequencing, political 
ownership, coalition for reform, quick wins, safeguards, evaluasi, dan adaptive implementation. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan arsitektur reformasi, Dari sudut manajemen, kualitas birokrasi bergantung pada 
keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. Personel yang kompeten 
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tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data terfragmentasi, kewenangan kabur, dan 
insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya 
adalah konflik kepentingan, patronase, atau lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu 
lebih relevan daripada reformasi parsial. Secara khusus, merumuskan reformasi berbasis hasil, 
sequencing, political ownership, coalition for reform, quick wins, safeguards, evaluasi, dan adaptive 
implementation. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang 
memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat 
diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan arsitektur reformasi, Risiko utama reformasi adalah ritualisasi: instansi memenuhi 
dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang dirasakan warga kecil. Risiko lain 
adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak inisiatif berubah nama namun 
tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat hubungan yang 
jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan manfaat publik. 
Secara khusus, merumuskan reformasi berbasis hasil, sequencing, political ownership, coalition for 
reform, quick wins, safeguards, evaluasi, dan adaptive implementation. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan arsitektur reformasi, Birokrasi bukan organisasi biasa karena menggunakan 
kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang terhadap izin, bantuan, 
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya harus lebih tinggi daripada 
organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan konflik kepentingan, serta 
kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan sekadar prosedur 
administratif. Secara khusus, merumuskan reformasi berbasis hasil, sequencing, political ownership, 
coalition for reform, quick wins, safeguards, evaluasi, dan adaptive implementation. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan arsitektur reformasi, Dalam konteks Indonesia, heterogenitas wilayah, 
ketimpangan kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta besarnya jumlah ASN 
membuat reformasi harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi cukup fleksibel untuk 
menyesuaikan konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi menghasilkan kepatuhan 
administratif tanpa pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu menetapkan prinsip, data, 
interoperabilitas, dan standar minimum, sambil memberi ruang inovasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Secara khusus, merumuskan reformasi berbasis hasil, sequencing, political 
ownership, coalition for reform, quick wins, safeguards, evaluasi, dan adaptive implementation. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan arsitektur reformasi, Ukuran keberhasilan semestinya bergerak dari input dan 
proses menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan menjadi lebih 
sederhana; bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; bukan berapa 
indikator ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome juga 
mengharuskan data yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian menghentikan 
kebijakan yang tidak efektif. Secara khusus, merumuskan reformasi berbasis hasil, sequencing, political 
ownership, coalition for reform, quick wins, safeguards, evaluasi, dan adaptive implementation. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan arsitektur reformasi, Arah reformasi yang lebih matang adalah membangun 
birokrasi yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak cepat, tetapi cukup 
terikat aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas tanpa integritas dapat 
memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan administrasi yang baik 
niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. Secara khusus, 
merumuskan reformasi berbasis hasil, sequencing, political ownership, coalition for reform, quick wins, 
safeguards, evaluasi, dan adaptive implementation. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Literatur komparatif menunjukkan bahwa ciri birokrasi Weberian—terutama rekrutmen berbasis merit 
dan karier profesional—berkorelasi dengan kapasitas negara dan pertumbuhan ekonomi (Evans & 
Rauch, 1999). Rothstein dan Teorell (2008) menempatkan imparsialitas sebagai inti kualitas 
pemerintahan, sedangkan Fukuyama (2013) menekankan kombinasi kapasitas dan otonomi sebagai 
cara memahami kualitas eksekutif. Kerangka ini relevan bagi Indonesia karena profesionalisme 
birokrasi tidak dapat dipisahkan dari desain hubungan dengan kekuasaan politik. 

RPJMN 2025–2029 memasukkan penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan 
korupsi ke dalam prioritas nasional. Bappenas dan BKN juga menekankan satu data ASN, sistem merit, 
manajemen talenta, dan transformasi digital sebagai fondasi perbaikan manajemen aparatur. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas arsitektur reformasi: dari 
compliance menuju outcomes ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 
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Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

34. Indonesia 2045: Birokrasi Profesional sebagai Infrastruktur Institusional 
Menempatkan birokrasi berkualitas sebagai infrastruktur tak terlihat yang menopang produktivitas, 
inovasi, keadilan, daya saing, dan ketahanan negara. Bagian ini menempatkan isu tersebut dalam 
konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori administrasi publik, politik, manajemen, serta 
pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada aturan formal karena kualitas birokrasi pada 
akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Visi 2045 tidak hanya membutuhkan jalan, pelabuhan, listrik, sekolah, rumah sakit, dan teknologi. Ia 
juga membutuhkan infrastruktur institusional: organisasi publik yang mampu merencanakan, 
mengadakan, mengawasi, belajar, dan memperbaiki kebijakan secara konsisten. 

Banyak proyek gagal bukan karena tujuan salah, melainkan karena kapasitas implementasi lemah, 
koordinasi buruk, konflik kepentingan, atau pergantian prioritas yang tidak dikelola. Birokrasi 
profesional mengurangi risiko tersebut. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan indonesia 2045, Tema ini perlu dibaca sebagai persoalan institusional, bukan 
semata perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk 
oleh relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi politik. Karena itu reformasi 
yang hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum tentu mengubah perilaku. 
Reformasi menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, 
dan budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, menempatkan birokrasi 
berkualitas sebagai infrastruktur tak terlihat yang menopang produktivitas, inovasi, keadilan, daya 
saing, dan ketahanan negara. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, 
siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan 
keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan indonesia 2045, Dalam ekonomi-politik, birokrasi berada di antara dua tuntutan. 
Pertama, ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus 
menjaga kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan 
muncul ketika responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis 
antara political control yang sah dan political capture yang merusak harus dirumuskan secara 
institusional. Secara khusus, menempatkan birokrasi berkualitas sebagai infrastruktur tak terlihat yang 
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menopang produktivitas, inovasi, keadilan, daya saing, dan ketahanan negara. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan indonesia 2045, Dari sudut manajemen, kualitas birokrasi bergantung pada 
keselarasan antara people, process, structure, technology, dan governance. Personel yang kompeten 
tidak akan menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data terfragmentasi, kewenangan kabur, dan 
insentif tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya 
adalah konflik kepentingan, patronase, atau lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu 
lebih relevan daripada reformasi parsial. Secara khusus, menempatkan birokrasi berkualitas sebagai 
infrastruktur tak terlihat yang menopang produktivitas, inovasi, keadilan, daya saing, dan ketahanan 
negara. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, 
siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan indonesia 2045, Risiko utama reformasi adalah ritualisasi: instansi memenuhi 
dokumen, indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang dirasakan warga kecil. Risiko lain 
adalah reform fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak inisiatif berubah nama namun 
tidak menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat hubungan yang 
jelas antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan manfaat publik. 
Secara khusus, menempatkan birokrasi berkualitas sebagai infrastruktur tak terlihat yang menopang 
produktivitas, inovasi, keadilan, daya saing, dan ketahanan negara. Kerangka ini menuntut kita melihat 
siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan 
mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan indonesia 2045, Birokrasi bukan organisasi biasa karena menggunakan 
kewenangan negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang terhadap izin, bantuan, 
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya harus lebih tinggi daripada 
organisasi privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan konflik kepentingan, serta 
kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan sekadar prosedur 
administratif. Secara khusus, menempatkan birokrasi berkualitas sebagai infrastruktur tak terlihat yang 
menopang produktivitas, inovasi, keadilan, daya saing, dan ketahanan negara. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan indonesia 2045, Dalam konteks Indonesia, heterogenitas wilayah, ketimpangan 
kapasitas fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta besarnya jumlah ASN membuat reformasi 
harus cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi cukup fleksibel untuk menyesuaikan 
konteks lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi menghasilkan kepatuhan administratif tanpa 
pemecahan masalah. Pemerintah pusat perlu menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar 
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minimum, sambil memberi ruang inovasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, 
menempatkan birokrasi berkualitas sebagai infrastruktur tak terlihat yang menopang produktivitas, 
inovasi, keadilan, daya saing, dan ketahanan negara. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan indonesia 2045, Ukuran keberhasilan semestinya bergerak dari input dan proses 
menuju outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; 
bukan berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; bukan berapa indikator 
ditandatangani, tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data 
yang dapat dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak 
efektif. Secara khusus, menempatkan birokrasi berkualitas sebagai infrastruktur tak terlihat yang 
menopang produktivitas, inovasi, keadilan, daya saing, dan ketahanan negara. Kerangka ini menuntut 
kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan indonesia 2045, Arah reformasi yang lebih matang adalah membangun birokrasi 
yang capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak cepat, tetapi cukup terikat 
aturan dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas tanpa integritas dapat 
memperbesar kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan administrasi yang baik 
niatnya tetapi lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. Secara khusus, 
menempatkan birokrasi berkualitas sebagai infrastruktur tak terlihat yang menopang produktivitas, 
inovasi, keadilan, daya saing, dan ketahanan negara. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang 
memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa 
yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dahlström, Lapuente, dan Teorell (2012) menunjukkan pentingnya meritokratisasi sebagai penghalang 
institusional terhadap korupsi. Pesannya bukan bahwa politik harus dikeluarkan dari pemerintahan, 
melainkan bahwa politisi dan birokrat harus bekerja dalam pembagian peran yang mencegah loyalitas 
partisan menggantikan kompetensi profesional. Pada level organisasi, ketidakjelasan batas tersebut 
dapat mendorong pengisian jabatan, alokasi sumber daya, dan penetapan prioritas berdasarkan 
jaringan personal. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas indonesia 2045: birokrasi 
profesional sebagai infrastruktur institusional ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh 
kredibilitas prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja 
jelas, dan mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak 
kapasitas organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan 
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perilaku terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan 
bagaimana institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 

Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

35. Penutup: Reformasi Birokrasi sebagai Kontrak Institusional 
Menyintesis argumen bahwa reformasi birokrasi harus membangun batas sehat antara mandat politik 
dan profesionalisme administrasi, sekaligus menjaga responsivitas demokratis. Bagian ini 
menempatkan isu tersebut dalam konteks Indonesia dan mempertemukannya dengan teori 
administrasi publik, politik, manajemen, serta pembangunan. Analisis sengaja tidak berhenti pada 
aturan formal karena kualitas birokrasi pada akhirnya ditentukan oleh interaksi antara desain 
kelembagaan dan praktik kekuasaan. 

Masalah inti 
Dalam pembahasan penutup, Tema ini perlu dibaca sebagai persoalan institusional, bukan semata 
perilaku individual. Struktur aturan menentukan insentif, tetapi praktik sehari-hari juga dibentuk oleh 
relasi kuasa, norma informal, kapasitas organisasi, dan ekspektasi politik. Karena itu reformasi yang 
hanya mengubah bagan organisasi atau menambah aplikasi belum tentu mengubah perilaku. Reformasi 
menjadi efektif ketika aturan formal, kompetensi, kepemimpinan, mekanisme akuntabilitas, dan 
budaya organisasi bergerak dalam arah yang sama. Secara khusus, menyintesis argumen bahwa 
reformasi birokrasi harus membangun batas sehat antara mandat politik dan profesionalisme 
administrasi, sekaligus menjaga responsivitas demokratis. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa 
yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme 
apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Dimensi ekonomi-politik 
Dalam pembahasan penutup, Dalam ekonomi-politik, birokrasi berada di antara dua tuntutan. Pertama, 
ia harus responsif kepada pemerintah yang memperoleh mandat demokratis. Kedua, ia harus menjaga 
kontinuitas negara, kepatuhan hukum, imparsialitas, dan penggunaan bukti. Ketegangan muncul ketika 
responsivitas diterjemahkan sebagai loyalitas personal atau partisan. Di sinilah garis antara political 
control yang sah dan political capture yang merusak harus dirumuskan secara institusional. Secara 
khusus, menyintesis argumen bahwa reformasi birokrasi harus membangun batas sehat antara mandat 
politik dan profesionalisme administrasi, sekaligus menjaga responsivitas demokratis. Kerangka ini 
menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang 
menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 
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Implikasi manajerial 
Dalam pembahasan penutup, Dari sudut manajemen, kualitas birokrasi bergantung pada keselarasan 
antara people, process, structure, technology, dan governance. Personel yang kompeten tidak akan 
menghasilkan kinerja tinggi bila proses berlapis, data terfragmentasi, kewenangan kabur, dan insentif 
tidak tepat. Sebaliknya digitalisasi tidak akan menyelesaikan masalah jika sumber masalahnya adalah 
konflik kepentingan, patronase, atau lemahnya kepemimpinan. Pendekatan sistem karena itu lebih 
relevan daripada reformasi parsial. Secara khusus, menyintesis argumen bahwa reformasi birokrasi 
harus membangun batas sehat antara mandat politik dan profesionalisme administrasi, sekaligus 
menjaga responsivitas demokratis. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki 
kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang 
memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Risiko implementasi 
Dalam pembahasan penutup, Risiko utama reformasi adalah ritualisasi: instansi memenuhi dokumen, 
indikator, rapat, dan pelaporan tetapi perubahan yang dirasakan warga kecil. Risiko lain adalah reform 
fatigue, yaitu kejenuhan aparatur karena terlalu banyak inisiatif berubah nama namun tidak 
menyederhanakan beban kerja. Agar reformasi dipercaya, aparatur perlu melihat hubungan yang jelas 
antara perubahan prosedur, kemudahan bekerja, kesempatan berkembang, dan manfaat publik. 
Secara khusus, menyintesis argumen bahwa reformasi birokrasi harus membangun batas sehat antara 
mandat politik dan profesionalisme administrasi, sekaligus menjaga responsivitas demokratis. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Perspektif etika 
Dalam pembahasan penutup, Birokrasi bukan organisasi biasa karena menggunakan kewenangan 
negara. Setiap keputusan dapat menentukan akses seseorang terhadap izin, bantuan, pendidikan, 
kesehatan, pekerjaan, atau keadilan. Karena itu standar etikanya harus lebih tinggi daripada organisasi 
privat. Imparsialitas, keterbukaan alasan keputusan, pengelolaan konflik kepentingan, serta 
kesempatan mengajukan keberatan adalah bagian dari legitimasi, bukan sekadar prosedur 
administratif. Secara khusus, menyintesis argumen bahwa reformasi birokrasi harus membangun batas 
sehat antara mandat politik dan profesionalisme administrasi, sekaligus menjaga responsivitas 
demokratis. Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul 
risiko, siapa yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa 
kembali. 

Perspektif Indonesia 
Dalam pembahasan penutup, Dalam konteks Indonesia, heterogenitas wilayah, ketimpangan kapasitas 
fiskal, variasi kualitas kepemimpinan daerah, serta besarnya jumlah ASN membuat reformasi harus 
cukup standar untuk menjaga kesatuan sistem tetapi cukup fleksibel untuk menyesuaikan konteks 
lokal. Pendekatan one-size-fits-all berpotensi menghasilkan kepatuhan administratif tanpa pemecahan 
masalah. Pemerintah pusat perlu menetapkan prinsip, data, interoperabilitas, dan standar minimum, 
sambil memberi ruang inovasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, menyintesis 
argumen bahwa reformasi birokrasi harus membangun batas sehat antara mandat politik dan 
profesionalisme administrasi, sekaligus menjaga responsivitas demokratis. Kerangka ini menuntut kita 
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melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Ukuran keberhasilan 
Dalam pembahasan penutup, Ukuran keberhasilan semestinya bergerak dari input dan proses menuju 
outcome. Bukan berapa banyak aplikasi dibuat, tetapi berapa layanan menjadi lebih sederhana; bukan 
berapa pelatihan diikuti, tetapi apakah kompetensi meningkat; bukan berapa indikator ditandatangani, 
tetapi apakah program mencapai sasaran. Orientasi outcome juga mengharuskan data yang dapat 
dipercaya, evaluasi yang independen, dan keberanian menghentikan kebijakan yang tidak efektif. 
Secara khusus, menyintesis argumen bahwa reformasi birokrasi harus membangun batas sehat antara 
mandat politik dan profesionalisme administrasi, sekaligus menjaga responsivitas demokratis. 
Kerangka ini menuntut kita melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa 
yang menerima manfaat, dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Arah reformasi 
Dalam pembahasan penutup, Arah reformasi yang lebih matang adalah membangun birokrasi yang 
capable sekaligus constrained: cukup berkapasitas untuk bertindak cepat, tetapi cukup terikat aturan 
dan akuntabilitas agar kekuasaan tidak disalahgunakan. Kapasitas tanpa integritas dapat memperbesar 
kerusakan, sedangkan integritas tanpa kapasitas menghasilkan administrasi yang baik niatnya tetapi 
lemah hasilnya. Negara membutuhkan keduanya secara simultan. Secara khusus, menyintesis 
argumen bahwa reformasi birokrasi harus membangun batas sehat antara mandat politik dan 
profesionalisme administrasi, sekaligus menjaga responsivitas demokratis. Kerangka ini menuntut kita 
melihat siapa yang memiliki kewenangan, siapa yang memikul risiko, siapa yang menerima manfaat, 
dan mekanisme apa yang memastikan keputusan dapat diperiksa kembali. 

Pengalaman reformasi manajemen publik lintas negara juga memperlihatkan bahwa tidak ada satu 
resep yang selalu berhasil. Lapuente dan Van de Walle (2020) menegaskan bahwa dampak pendekatan 
New Public Management sangat bergantung pada konteks administratif, politik, dan kebijakan. 
Pelajaran bagi Indonesia adalah pentingnya menghindari transplantasi model secara mekanis; 
reformasi harus disesuaikan dengan kapasitas institusi, karakter hubungan pusat-daerah, dan struktur 
insentif politik. 

Ilustrasi Kasus 
Bayangkan sebuah pemerintah daerah yang baru mengalami pergantian kepala daerah. Secara formal, 
seluruh perangkat organisasi tetap sama, tetapi sinyal kekuasaan berubah. Pejabat mulai membaca 
siapa yang dianggap dekat dengan kepemimpinan baru, proyek mana yang akan menjadi prioritas, dan 
posisi apa yang mungkin mengalami rotasi. Dalam situasi seperti ini, kualitas penutup: reformasi 
birokrasi sebagai kontrak institusional ditentukan bukan hanya oleh peraturan, tetapi oleh kredibilitas 
prosedur. Bila seleksi jabatan transparan, keputusan terdokumentasi, indikator kinerja jelas, dan 
mekanisme keberatan berfungsi, pergantian politik dapat berlangsung tanpa merusak kapasitas 
organisasi. Namun bila keputusan personal sulit ditelusuri, aparatur akan menyesuaikan perilaku 
terhadap patron, bukan terhadap tujuan organisasi. Contoh hipotetik ini memperlihatkan bagaimana 
institusi membentuk perilaku bahkan tanpa perintah eksplisit. 
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Implikasi Kebijakan 
Implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah perlunya kombinasi antara pencegahan dan kapasitas. 
Pencegahan mencakup transparansi proses kepegawaian, deklarasi konflik kepentingan, audit trail, 
standar pelayanan, keterbukaan data, dan pengawasan berbasis risiko. Kapasitas mencakup 
profesionalisasi SDM, manajemen talenta, interoperabilitas data, penyederhanaan proses, penguatan 
analisis kebijakan, dan kemampuan pimpinan membangun kolaborasi lintas unit. Reformasi yang hanya 
memperbanyak kontrol dapat membuat organisasi defensif dan lamban; reformasi yang hanya 
mengejar kelincahan tanpa safeguard dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan. 
Keseimbangan keduanya merupakan inti tata kelola modern. 

Sintesis: Matriks Ketegangan Politik–Birokrasi 
Dimensi Risiko Politisasi Prinsip Reformasi Outcome yang 

Diharapkan 

Rekrutmen & promosi 
Patronase, loyalitas 
personal 

Merit, transparansi, 
panel objektif 

Pejabat kompeten dan 
kredibel 

Kebijakan & regulasi Regulatory capture 
Analisis dampak, 
konsultasi, disclosure 

Regulasi berkualitas 
dan adil 

Anggaran & pengadaan 
Pork barrel, proyek 
titipan 

Open contracting, 
audit trail 

Value for money 

Pelayanan publik Diskriminasi politik 
Standar layanan & 
grievance mechanism 

Akses setara 

Data & digital 
Manipulasi, 
surveillance 
berlebihan 

Governance data, 
privacy, audit 

Layanan digital 
tepercaya 

Kinerja Gaming indikator 
Outcome-based 
performance 

Dampak publik terukur 

Agenda Reformasi Prioritas 2026–2045 
1. Memperkuat sistem merit sebagai infrastruktur kelembagaan. Seleksi, promosi, mutasi, dan 
manajemen talenta harus dapat ditelusuri pada kompetensi, rekam kinerja, potensi, integritas, serta 
kebutuhan organisasi. Perlindungan terhadap keputusan profesional perlu berjalan bersama 
mekanisme evaluasi yang kuat agar merit tidak berubah menjadi proteksi terhadap kinerja rendah. 

2. Membangun firewall sehat antara jabatan politik dan jabatan karier. Pejabat politik berhak 
mengarahkan kebijakan, tetapi intervensi ke keputusan personel dan teknis perlu mengikuti prosedur, 
dokumentasi, dan batas kewenangan. Model hubungan ini mempertahankan democratic control tanpa 
mengorbankan professional administration. 
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3. Mengubah evaluasi reformasi dari kepatuhan ke outcome. Indeks dan dokumen tetap berguna, 
tetapi harus dikaitkan dengan waktu layanan, biaya administrasi, kepuasan pengguna, kualitas 
keputusan, penyelesaian aduan, produktivitas, dan hasil pembangunan. 

4. Menjadikan digitalisasi sebagai redesign, bukan digitization. Sebelum membangun aplikasi, 
pemerintah perlu menyederhanakan proses, menghapus duplikasi, menyepakati data master, dan 
memastikan interoperabilitas. Teknologi kemudian mengikuti desain layanan yang telah diperbaiki. 

5. Mengembangkan AI governance untuk sektor publik. Setiap penggunaan AI perlu klasifikasi risiko, 
dokumentasi model, human oversight, audit bias, keamanan data, explainability yang proporsional, 
serta kanal koreksi bagi warga yang terdampak. 

6. Meningkatkan mobilitas dan pembelajaran ASN. Birokrasi masa depan memerlukan mobilitas 
lintas instansi dan wilayah, micro-credentials, pembelajaran berbasis proyek, serta pemetaan 
kompetensi yang hidup, bukan database statis. 

7. Menguatkan transparansi konflik kepentingan. Deklarasi kepentingan, beneficial ownership, 
keterbukaan pengadaan, rekam pertemuan kebijakan tertentu, serta cooling-off period pada area 
berisiko dapat mengurangi capture. 

8. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Standar nasional perlu diikuti dukungan teknis, 
shared services, pusat kompetensi regional, dan insentif berbasis kinerja agar kesenjangan kapasitas 
tidak membuat reformasi hanya berhasil di sebagian wilayah. 

9. Menginstitusikan citizen feedback. Umpan balik warga harus menjadi data manajemen, bukan 
sekadar kanal pengaduan. Keluhan perlu dianalisis untuk redesign proses dan dievaluasi berdasarkan 
penyelesaian akar masalah. 

10. Membangun koalisi reformasi lintas periode politik. Reformasi birokrasi memerlukan konsistensi 
jangka panjang. Parlemen, pemerintah, ASN, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat sipil perlu 
memiliki kepentingan bersama pada birokrasi yang profesional dan berintegritas. 

Kesimpulan 
Reformasi birokrasi di tengah kepentingan politik bukan proyek untuk mensterilkan pemerintahan dari 
politik. Dalam demokrasi, kebijakan publik memang harus menerima arah dari mandat elektoral dan 
kepemimpinan politik. Yang harus dicegah adalah perubahan legitimasi politik menjadi dominasi 
personal atas karier aparatur, keputusan teknis, alokasi sumber daya, serta penerapan aturan. Birokrasi 
yang terlalu politis kehilangan imparsialitas dan memori institusional; birokrasi yang terlalu tertutup dari 
politik kehilangan responsivitas dan legitimasi. Tantangan Indonesia adalah membangun keseimbangan 
institusional di antara keduanya. 

Menuju 2045, kualitas birokrasi akan menentukan seberapa jauh investasi, hilirisasi, digitalisasi, 
pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, transisi hijau, dan pembangunan wilayah dapat benar-
benar menghasilkan manfaat. Infrastruktur fisik dapat dibangun dengan anggaran, tetapi infrastruktur 
institusional dibangun melalui kebiasaan profesional, aturan yang kredibel, data yang dapat dipercaya, 
kepemimpinan etis, dan mekanisme akuntabilitas yang konsisten. Di sinilah reformasi birokrasi 
bertemu langsung dengan masa depan ekonomi dan demokrasi Indonesia. 
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Ukuran akhirnya sederhana tetapi menuntut: apakah warga memperoleh pelayanan yang lebih adil dan 
mudah; apakah kebijakan semakin berbasis bukti; apakah ASN yang kompeten memiliki ruang untuk 
bekerja profesional; apakah penyimpangan semakin sulit disembunyikan; apakah pergantian politik 
tidak merusak kontinuitas negara; dan apakah organisasi publik mampu belajar lebih cepat daripada 
perubahan masalah yang dihadapinya. Jika jawaban terhadap pertanyaan tersebut semakin positif, 
reformasi birokrasi telah bergerak dari dokumen menuju institusi, dari prosedur menuju hasil, dan dari 
slogan menuju kapasitas negara yang nyata. 

Glossarium 
Akuntabilitas: Kewajiban institusi atau pejabat untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan 
menerima konsekuensi atas keputusan serta penggunaan sumber daya publik. 

ASN: Aparatur Sipil Negara, yang mencakup PNS dan PPPK sesuai kerangka hukum Indonesia. 

Birokrasi Weberian: Model birokrasi berbasis hierarki legal-rasional, aturan formal, spesialisasi, merit, 
dan karier profesional. 

Clientelism/Klientelisme: Pertukaran dukungan politik dengan manfaat individual atau kelompok yang 
bersifat partikular. 

Conflict of Interest: Situasi ketika kepentingan pribadi, keluarga, politik, atau bisnis dapat 
memengaruhi objektivitas pelaksanaan tugas publik. 

Digital Government: Transformasi pemerintahan dengan teknologi digital yang mencakup proses, data, 
organisasi, dan layanan, bukan sekadar penggunaan aplikasi. 

Good Governance: Tata kelola yang menekankan efektivitas, integritas, akuntabilitas, transparansi, 
partisipasi, dan rule of law. 

Impartiality: Penerapan aturan secara tidak memihak berdasarkan kriteria yang relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Manajemen Talenta: Sistem identifikasi, pengembangan, penempatan, dan retensi pegawai berpotensi 
tinggi dan berkinerja baik sesuai kebutuhan organisasi. 

Merit System: Sistem pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, 
integritas, dan kebutuhan jabatan tanpa diskriminasi politik. 

Neopatrimonialisme: Keadaan ketika institusi formal modern berdampingan dengan praktik 
personalistik, patronase, dan jaringan informal. 

Netralitas ASN: Prinsip bahwa ASN tidak berpihak dalam kontestasi politik dan memberikan pelayanan 
tanpa diskriminasi politik. 

Open Government: Pendekatan pemerintahan yang mengutamakan transparansi, partisipasi, 
kolaborasi, dan keterbukaan data. 

Patronase: Distribusi jabatan atau sumber daya berdasarkan hubungan loyalitas dan dukungan, bukan 
terutama kompetensi atau aturan impersonal. 
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Political Capture: Kondisi ketika proses atau institusi publik dikuasai secara tidak proporsional oleh 
kepentingan politik tertentu. 

Politicization/Politisasi: Masuknya pertimbangan partisan atau loyalitas politik ke wilayah administrasi 
yang semestinya profesional atau impersonal. 

Regulatory Capture: Keadaan ketika regulator atau kebijakan lebih melayani kepentingan pihak yang 
diatur daripada kepentingan publik. 

Rent Seeking: Upaya memperoleh keuntungan melalui pengaruh atas regulasi, izin, monopoli, 
anggaran, atau akses politik tanpa penciptaan nilai produktif yang sebanding. 

SAKIP: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Shared Outcome: Hasil pembangunan yang dicapai melalui kontribusi beberapa instansi, bukan satu 
organisasi saja. 

State Capacity: Kemampuan negara untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memobilisasi 
sumber daya, menegakkan aturan, dan menyediakan layanan. 

Whole-of-Government: Pendekatan lintas instansi yang mengurangi silo dan mengintegrasikan tujuan, 
proses, data, serta layanan. 
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